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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul analisis hukum Islam dan Peraturan Walikota nomor 29 

tahun 2018 terhadap praktik parkir di area Makam Sunan Ampel Kecamatan 

Semampir Kota Surabaya, skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk 

menjawab pertanyaan bagaimana analisis hukum Islam dan Peraturan Walikota 

nomor 29 tahun 2018 terhadap praktik parkir di area Makam Sunan Ampel.\ 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan  (field research) dan 

menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif  yaitu 

pemaparan data yang ada atau kejadian yang telah terjadi sehingga diperoleh 

suatu gambaran untuk menjawab, kemudian dianalisis dengan menggunakan 

metode deskriptif dan pola pikir deduktif. 

Hasil penelitian bahwa praktik parkir di area Makam Sunan Ampel para 

juru parkir telah melanggar amanah pekerjaannya dengan tidak melaksanakan 

tugas kewajibannya seperti mempekerjakan juru parkir ilegal dan menarik 

retribusi parkir lebih mahal dari harga resmi parkir yang mana telah ditetapkan 

dalam Peraturan Walikota Surabaya nomor 29 tahun 2018 pasal 1 poin (c) 

tentang tarif parkir zona untuk sepeda motor yang mana hal ini harus dipatuhi 

karena termasuk kewajiban juru parkir, dan para juru parkir menyembunyikan 

nominal harga resmi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Maka dalam hal ini 

juru parkir telah melakukan pelanggaran dan kecurangan terhadap retribusi 

parkir. Dalam hal ini analisis hukum Islam menurut teori ija>rah adalah sah tapi 

cacat karena ada unsur taghri>r  yakni tindakan menyembunyikan harga parkir 

yang sebenarnya, yang mana hal ini dilarang oleh agama Islam.  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka juru parkir seharusnya mematuhi apa 

yang telah menjadi kewajiban pekerjaannya yang telah diatur oleh Pemerintah 

selaku pengelola parkir di area parkir tersebut dan melaksanakan pekerjaan 

dengan niat ibadah tanpa harus melakukan apa yang dilarang oleh agama Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Surabaya adalah  kota metropolitan sekaligus ibu kota Provinsi Jawa 

Timur, Surabaya merupakan salah satu daerah tujuan wisata dengan 

beraneka ragam destinasi wisata yang berada di Jawa Timur, di kota ini juga 

terdapat salah satu makam wali yang sangat masyhur yakni makam Raden 

Achmad Rahmatullah atau yang sering dikenal dengan Sunan Ampel salah 

satu wali yang menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Oleh karena 

itu, tidak sedikit pengunjung yang datang ke wisata religi Makam Sunan 

Ampel, hal ini terbukti dengan banyaknya kendaran yang terparkir di sekitar 

kawasan Makam Sunan Ampel. 

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut Pemerintah Kota Surabaya 

telah menyiapkan kebijakan-kebijakan yang mengatur keamanan dan 

kenyamanan yakni salah satunya adalah dalam sektor parkir. Parkir adalah 

keadaan  berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan 

pengemudinya.
1
 Maka dari itu, demi kenyamanan bersama perlu 

diperhatikan  oleh Pemerintah mengenai hal hal yang berkaitan dengan

                                                           
1
 Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 9 tahun 2012 tentang retribusi tempat khusus parkir 

pasal 1 ayat 9. 
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parkir seperti pelayanan parkir, kenyamanan parkir dan tarif parkir. Dalam 

hal ini yang sering menjadi permasalahan serius yakni mengenai tarif parkir.  

 Peraturan Walikota Surabaya nomor 29 Tahun 2018 adalah peraturan 

terbaru mengenai perubahan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan 

umum di Kota Surabaya. Yang mana dalam peraturan tersebut dijelasakan 

tarif-tarif parkir yang berlaku di Surabaya diantaranya yakni, tarif 1 (satu) 

kali parkir di tempat parkir zona :  

1. Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang 

diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 kg (tiga ribu 

lima ratus kilogram) meliputi: 

a. Kendaraan truck mini atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan 

retribusi sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 

b. Kendaraan mobil sedan, pick up, atau kendaraan lain yang sejenisnya, 

dikenakan retribusi sebesar RP 5.000,00 (lima ribu rupiah) 

2. Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang 

diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), 

meliputi: 

a. Kendaraan truck dengan gandengannya, trailer, atau kendaraan lain 

yang sejenisnya, dikenakan retribusi sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu 

rupiah)  

b. Kendaraan truck, bus atau alat besar/berat lain yang sejenis, dikenakan 

retribusi sebesar Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) 
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3. Kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp 2.000,00 (dua   

ribu rupiah)
2
 

 Salah satu parkir dengan menggunakan parkir zona yakni berada di 

sepanjang Jalan Nyamplungan yang berada di sekitar Makam Sunan Ampel 

Surabaya, hal ini terbukti dengan adanya palang parkir zona di kawasan 

tersebut dan juga karcis parkir yang berwarna merah sebagaimana 

menandakan bahwa parkir tersebut termasuk parkir zona. Parkir zona di 

sekitar Makam Sunan Ampel ini hampir tidak pernah sepi, dikarenakan 

banyaknya pengunjung yang berziarah ke Makam Sunan Ampel. 

 Banyaknya  pengunjung yang berziarah ke Makam Sunan Ampel ini 

mendatangkan berkah tersendiri bagi warga di sekitar Makam Sunan Ampel,  

yang mana mereka bisa berjualan baik makanan, baju, cindera mata dan ada 

juga yang menjadi juru parkir di sekitar makam, karena warga melihat 

adanya potensi ekonomi di sekitar makam. Karena adanya potensi ekonomi 

yang besar, ada beberapa orang yang menggunakan kesempatan ini untuk 

mendapatkan keuntungan lebih banyak dengan cara, memberikan harga yang 

tidak wajar kepada konsumen. 

 Dalam hal ini penulis merasakan sendiri pada sektor parkir, tempat 

parkir di sekitar pintu gerbang utama Makam Sunan Ampel, juru parkir 

sering mematok tarif untuk sepeda motor seenaknya sendiri mulai dari Rp 

3.000, Rp 4.000 sampai Rp 5.000. Dan tarif parkir akan ditarik sama 

                                                           
2
 Peraturan Walikota Surabaya nomor 29 tahun 2018 tentang perubahan tarif retribusi pelayanan 

parkir di tepi jalan pasal 1. 
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serentak sebesar Rp 5.000 ketika hari Kamis malam Jum’at dan setelah 

penulis meneliti, ternyata juru parkir menyembunyikan bagian nominal 

harga di karcis parkir dengan menuliskan nomor plat pengunjung, bahkan 

sering memberi karcis yang tidak tertera nominal harga nya. Hal ini 

menimbulkan keresahan masyarakat yang menggunakan jasa parkir di 

tempat tersebut, karena tarif parkir terlalu mahal tidak seperti pada 

umumnya. 

 Sebagai makhluk sosial kita membutuhkan orang lain dalam segala 

aspek kehidupan maka dari itu, agama Islam mengatur tata cara ber 

muamalah dengan baik dan benar. Dari segi muamalah, diatur beberapa akad 

didalamnya salah satu diantaranya adalah akad ija>rah, yang dalam hal ini 

digunakan pada praktik parkir di sekitar Makam Sunan Ampel dalam 

melakukan kebijakan parkir zona di Kota Surabaya. 

 Secara etimologi ija>rah berasal dari kata ajara-ya’juru yang berarti 

upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Secara terminologi, ija>rah 

adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah terhadap suatu barang 

tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu 

tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah 

yang diketahui pula.
3
  

 Islam memperbolehkan segala bentuk muamalah asalkan tidak ada 

dasar hukum lain yang melarangnya seperti dalam kaidah fiqih. Yang mana 

kaidah tersebut adalah: 

                                                           
3
 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam  (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 195. 
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باَحَةُ  ال مُعامََلَةِ  ص لُ فِ لَ ا  هَايِِ عَلَى تََ رِ  ليِ لُ دا ال ؿا دَ مَا لا اِ  اَل ِ
Artinya: ‚Pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya‛
4
 

 

 Perjanjian yang digunakan di dalam parkir adalah akad ija>rah. 

Definisi ija>rah  menurut ulama Hanafiyah yaitu transaksi terhadap suatu 

manfaat dengan imbalan. ulama Syafi’iyah mendefinisikan ija>rah sebagai 

transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan 

boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Dan menurut ulama Malikiyah 

Adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang 

yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari 

manfaat.
 5 

Dilihat dari segi objeknya perjanjian akad ija>rah ini termasuk dalam 

ija>rah bil ‘amal, yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. Adapun 

rukun yang harus dipenuhi dalam akad ini sebagai berikut : 

1. S{ighat, yaitu ijab qobul 

2. Muta’a>qidain (dua pihak yang melakukan transaksi) yaitu orang yang 

menyewakan dan orang yang menyewa. 

3. Ma’qu>d ‘alaihi (manfaat yang ditransaksikan). 

4. Upah  

Dalam perjanjian pelayanan  parkir tersebut  terdapat dua pihak yaitu, 

petugas parkir sebagai aji>r, pemilik kendaraan sebagai musta’ji >r. Perjanjian 

                                                           
4
 Suqiyah dkk, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam  (Surabaya: IAIN SA Pers, 2013), 153. 

5
 Muhammad Yazid, Ekonomi Islam  (Surabaya: Imtiyaz, 2016), 188. 
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Ija>rah terdapat imbalan atas pemakaian manfaat yang biasa disebut ujra>h 

atau upah. Ujra>h (upah) adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa 

sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan,
6
 dalam hal ini adalah  

pembayaran yang diberikan pihak pemilik kendaraan bermotor kepada 

petugas parkir saat memarkirkan motornya di sekitar Makam Sunan Ampel 

Surabaya. 

Sebagaimana yang diatur dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 233 

Allah SWT berfirman : 

َ  َ  َ َ َ  ََ َََ َ  ََ

 َ   َ َ ََ   ََََََ َََ

 َ َ َََ َ ََ ََ َ  َََ

َ  َََ َ  َََ ََ     

                       

          ََََ 

 

Artinya : ‚Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 

kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu 

dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 

dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin 

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika 

kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada 

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang 

                                                           
6
 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam  (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 197. 
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patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 

Maha Melihat apa yang kamu kerjakan‛. (Q.S. al-Baqarah: 233)
7
 

 

Ayat tersebut menerangkan jika seseorang memanfaatkan seseorang 

atau barang maka diharuskan untuk memberikan imbalan atas manfaat 

tersebut. Dalam Hadis Nabi juga menjelaskan bahwasannya seseorang harus 

memberikan upah atas pekerjaannya sebelum kering keringatnya, berikut 

bunyi Hadis nya: 

فا ع  أَ  رَهُ قػَب لَ افَ  يَّاِ رَ أَج   قوُُ رَ عَ  طوُا الَأجِيػ 
Artinya: ‚berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya 

kering‛ (H.R. Ibnu Majah)
8
 

 

Dalam perjanjian ija>rah diatas tidak ada hukum yang melarangnya, 

selama aji>r ataupun musta’ji >r sama sama menjalankan kewajibannya dengan 

baik, namun pada kenyataannya tempat parkir di sekitar pintu gerbang 

utama Makam Sunan Ampel tersebut banyak oknum juru parkir yang 

mematok harga dengan seenaknya sendiri, dengan cara menyembunyikan 

harga asli yag ada di karcis parkir agar pengguna jasa parkir di tempat 

tersebut tidak mengetahui tarif parkir yang sesungguhnya, sebagaimana 

yang telah di tetapkan oleh Walikota Surabaya yang tercantum dalam 

Peraturan Walikota Surabaya nomor 29 Tahun 2018. 

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang ‚Analisis Hukum Islam dan Peraturan Walikota Surabaya 

                                                           
7
 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 

2016), 37. 
8
 Suqiyah Musafa’ah, Hadith Hukum Ekonomi Islam  (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 94. 
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Nomor 29 Tahun 2018 terhadap Praktik Parkir  di Sekitar Makam Sunan 

Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya.‛ 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat di 

identifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Retribusi parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya 

yang diberlakukan di sekitar Makam Sunan Ampel  Kecamatan Semampir 

Kota Surabaya  

2. Tanggapan pengguna jasa parkir di sekitar Makam Sunan Ampel 

Kecamatan Semampir Kota Surabaya  

3. Transparansi harga parkir di sekitar Makam Sunan Ampel Kecamatan 

Semampir Kota Surabaya  

4. Tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan retribusi parkir dengan 

ketentuan Administrasi parkir umum di sekitar Makam Sunan Ampel 

Kecamatan Semampir Kota Surabaya  

5. Praktik parkir di sekitar Makam Sunan Ampel Kecamatan Semampir 

Kota Surabaya  

6. Analisis hukum Islam dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 

2018 terhadap praktik parkir di Sekitar Makam SunanAmpel Kecamatan 

Semampir Kota Surabaya  
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C. Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis memberikan 

batasan-batasan masalah sebagai berikut : 

1. Praktik parkir di sekitar Makam Sunan Ampel Kecamatan Semampir 

Kota Surabaya 

2. Analisis hukum Islam dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 

2018 terhadap praktik parkir di Sekitar Makam Sunan Ampel Kecamatan 

Semampir Kota Surabaya  

D. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana praktik parkir di sekitar Makam Sunan Ampel Kecamatan 

Semampir Kota Surabaya? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Peraturan Walikota Surabaya 

Nomor 29 Tahun 2018 terhadap praktik parkir di Sekitar Makam Sunan 

Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya? 

E. Kajian Pustaka  

Setelah penulis menelusuri beberapa skripsi atau penelitian yang 

membahas kajian yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir, penulis 

menemukan beberapa penelitian atau skripsi yang berkaitan sebagai berikut: 

Pertama Ahmad Rif’an Ma’ruf, ‚Maslahah Terhadap Penerapan Tarif 

Parkir Zona di Tempat Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya‛, tahun 

2017. Pada penelitian tersebut membahas penerapan tarif parkir zona di 

tempat parkir tepi jalan umum yang dinilai dari segi maslahah mursalah dan 
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dalam penggunaan fasilitas parkir zona termasuk dalam transaksi ija>rah, 

dalam penelitian ini menggunakan teori ija>rah dan maslahah.
9
 

Kedua Muhamad Nurhafid Malikul Mulki,‚Tinjauan Hukum Positif 

dan Hukum Islam Tentang Tarif Parkir di Kawasan Pantai Tulungagung‛, 

tahun 2017. Pada penelitian tersebut membahas tentang penaikan sepihak 

terhadap tarif parkir di kawasan Wisata Kabupaten Tulungagung yang  tidak 

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 10 Tahun 2011 

penelitian ini meninjau tentang perjanjian Hukum Islam dan Peraturan 

Daerah tentang parkir, teori hukum Islam yang digunakan adalah wadi>’ah. 10
 

Ketiga Khulasatun Nahar,‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik 

Tarif Parkir Progresif (studi kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan 

Simpang Lima Semarang)‛, tahun 2014. Penelitian ini membahas tentang  

penetapan tarif parkir progresif di pusat perbelanjaan matahari kawasan 

Simpang Lima Semarang dari segi Perda Kota Semarang No 3 Tahun  2012 

tentang Retribusi Jasa Usaha serta hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem 

tarif  parkir progresif di pusat perbelanjaan matahari kawasan Simpang Lima 

Semarang, teori hukum Islam yang digunakan adalah ija>rah dan kharaj. 11 

                                                           
9
 Ahmad Rif’an Ma’ruf, ‚Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Penerapan Tarif Parkir Zona di 

Tempat Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya‛ (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 

Surabaya, 2017). 
10

 Muhamad Nurhafid Malikul Mulki, ‚Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Tarif 

Parkir di Kawasan Pantai Tulungagung‛  (Skripsi—IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2017). 
11

 Khulasatun Nahar, ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tarif Parkir Progresif (Studi 

Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)‛ (Skripsi—UIN 

Walisongo, Semarang, 2014). 
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F. Tujuan Penelitan  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang 

telah dijabarkan diatas, yaitu : 

1. Mengetahui praktik parkir di sekitar Makam Sunan Ampel Kecamatan  

Semampir Kota Surabaya. 

2. Mengetahui analisis hukum Islam dan Peraturan Walikota Surabaya 

Nomor 29 Tahun 2018 terhadap praktik parkir di Sekitar Makam Sunan 

Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya 

G. Kegunaan Hasil Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Kegunaan teoritis  

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan pandangan 

intelektual dan pengetahuan, dan agar menjadi motivasi masyarakat 

untuk menjadi masyarakat yang sadar hukum. 

2. Kegunaan praktis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran baru 

bagi para akademisi muslim dan masyarakat pada umumnya untuk lebih 

bijak dalam menerapkan teori di lapangan. 

H. Definisi Operasional  

Untuk menghindari kesalahfahaman pembaca dalam memahami 

istilah yang dimaksud dalam judul ‚Analisis Hukum Islam dan Peraturan 

Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 terhadap Praktik Parkir di Sekitar 
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Makam Sunan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya‛. Maka dalam 

hal ini penulis perlu menjelaskan istilah pokok yang menjadi pokok 

pembahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini, seabagai berikut: 

1. Hukum Islam  : Segala peraturan dan ketentuan hukum 

Islam yang bersumber dari al-Qur’an, 

Hadis, dan pendapat ulama’ tentang 

ija>rah 

 

 

2. Peraturan Walikota  

Surabaya  Nomor 29 

 Tahun 2018  

: Peraturan Walikota Surabaya tentang 

perubahan tarif retribusi parkir di tepi 

jalan umum, peraturan ini membahas 

tarif parkir terbaru untuk tepi jalan 

umum, tarif parkir yang digunakan  

oleh penulis yakni tarif tempat parkir 

zona pasal 1 poin c  

3.  Parkir di Sekitar  

Makam Sunan Ampel 

: Parkir di sekitar Makam Sunan Ampel 

untuk kendaraan bermotor ada di tiga 

tempat yakni di sepanjang Jalan 

Nyamplungan, Jalan Petukangan 

tepatnya di sekitar masjid Ampel, dan 

di lorong Jalan Sasak. Penelitian ini di 
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fokuskan pada tempat parkir yang 

berada di sepanjang Jalan 

Nyamplungan tepatnya di depan pintu 

gerbang utama Makam Sunan Ampel  

 

I. Metode Penelitian Pembahasan  

1. Jenis penelitian  

 Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan 

(field  research) yaitu penelitian langsung di masyarakat/lapangan.
12

 

Penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui fakta-

fakta yang ada. Maka yang menjadi objek penelitian penulis adalah 

praktik parkir di sekitar Makam Sunan Ampel Kecamatan Semampir 

Surabaya. 

2. Data dan Sumber data  

a. Data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder 

1) Data primer dalam hal ini penulis memperoleh data primer yang 

diperlukan yaitu praktik parkir yang ada di sekitar Makam Sunan 

Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya,  dan tentang 

penarikan tarif parkir di sekitar Makam Sunan Ampel Kecamatan 

Semampir Kota Surabaya 

2) Data Sekunder dalam hal ini penulis menggunakan beberapa data 

sekunder, antara lain lokasi parkir, hak dan kewajiban petugas 

                                                           
12

 Abuzar Asra dkk, Metode Penelitian Survey  (Bogor:  IN Media, 2014), 15.  
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parkir dan jumlah rata rata pengguna parkir di depan pintu masuk 

utama Makam Sunan Ampel Surabaya. 

b. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, sumber 

data ada 2 yakni: sumber primer dan sumber sekunder. 

1) Sumber primer adalah sumber utama yang diperoleh secara 

langsung dengan mengalami, melihat dan melakukan dengan cara 

penelitian di lapangan.
13

 Sumber primer dalam penelitian ini adalah 

kata-kata atau tindakan juru parkir, dan pemilik kendaraan bermotor 

yang menggunakan jasa parkir di sekitar Makam Sunan Ampel. 

2) Sumber Sekunder adalah sumber data yang berasal dari tangan 

kedua atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum 

penelitian dilakukan. Sumber sekunder tersebut antara lain: 

a) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 tahun 2019 tentang 

Perubahan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 

b) Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah, 2017 

c) Suqiyah Musafa’ah, Hadith Hukum Ekonomi Islam, 2014 

d) Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 2015 

e) Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah, 2017 

f) Suqiyah dkk, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam, 2013 

g) Ahmad Wardi, Fiqh Muamalat, 2013 

h) Boedi Abudullah & Beni Ahmad, Metode Penelitian Ekonomi 

Islam, 2014 

                                                           
13

 Hendri Tanjung dan Abrista Devi, Metodologi Penelitan Ekonomi Islam  (Jakarta: Gramata 

Publishing, 2013), 58. 
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i) Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam, 2016 

j) Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram  

3. Metode pengumpulan data  

a. Observasi  

     Suatu cara mengumpulkan data dengan mengamati langsung terhadap 

objeknya. Kegiatan ini untuk mendapatkan data yang seobjektif 

mungkin, oleh karena itu, peneliti meneliti sendiri dengan inderanya.
14

 

Dalam hal ini penulis melakukan observasi terhadap objek penelitian 

yakni praktik parkir di sekitar pintu gerbang utama Makam Sunan 

Ampel Surabaya di Jalan Nyamplungan. 

b. Wawancara 

     Wawancara adalah pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung 

kepada responden.
15

 Dalam hal ini penulis melakukan wawancara 

kepada juru parkir dan masyarakat yang menggunakan jasa parkir di 

sekitar pintu gerbang utama Makam Sunan Ampel dan Dinas 

Perhubungan Kota Surabaya. 

c. Dokumentasi 

     Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, gambar dan 

foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang 

peneliti.
16

 Tekhnik ini digunakan  untuk memperoleh data tentang 

                                                           
14

 Nazar Bakry, Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995), 44. 
15

 Hendri Tanjung dan Abrista Devi, Metodologi Penelitan Ekonomi Islam  (Jakarta: Gramata 

Publishing, 2013), 83.  
16

 M.Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2017), 199. 
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lokasi penelitian, karcis parkir, dokumentasi dengan pengguna jasa 

parkir dan dokumentasi wawancara dengan juru parkir dan Dinas 

Perhubungan Kota Surabaya. 

4. Teknik pengelolaan data  

a. Editing data  

Kegiatan mempelajari kembali berkas-berkas data yang telah 

terkumpul, sehingga keseluruhan berkas data itu dapat diketahui 

semuanya dan dapat dinyatakan baik, sehingga dapat segera 

disimpulkan untuk proses berikutnya.
17

 

b. Organizing data  

Mengatur dan menyusun data sumber sedemikian rupa sehingga dapat 

memperoleh gambaran yang sesuai dengan perumusan masalah, serta 

pengelompokan data yang diperoleh.
18

 

c. Penemuan hasil research (penelitian) 

Melakukan analisa lanjutan untuk memperoleh kesimpulan-

kesimpulan yang ditemukan dilapangan menggunakan teori-teori dan 

lain-lainya sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas. Dalam hal 

ini penulis melakukan analisa lanjutan untuk menguji data-data yang 

diperoleh sehingga menemukan kesimpulan akhir. 

5. Teknik analisis data  

Setelah data dikelola dari hasil pengumpulan data maka selanjutnya 

penulis melakukan analisis. Dalam hal ini teknik analisis data yang 

                                                           
17

 Nazar Bakry, Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995), 49. 
18

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian  (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 154. 
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digunakan bersifat deskriptif analisis yakni metode yang menggambarkan 

data yang diperoleh dengan kata kata sehingga nantinya dapat diperoleh 

gambaran umum.
19

 

Untuk mencapai kesimpulan, dalam hal ini penulis menggunakan pola 

pikir deduktif yaitu mengemukakan dalil dalil yang ada di dalam hukum 

Islam yang berkaitan dengan ija>>rah yang kemudian digunakan untuk 

menganalisis praktik perparkiran  yang ada di sekitar Makam Sunan 

Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan Peraturan Walikota 

Surabaya  nomor 29 tahun 2018.  

J. Sistematika Pembahasan  

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan yang 

tersusun dalam lima bab yang terdiri atas sub bab sebagai berikut:  

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari latar 

belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, 

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 

operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, menjelaskan teori hukum Islam pada bab ini 

menggunakan akad ija>rah  mulai dari Pengertian, dasar hukum, rukun ija>rah, 

syarat ija>rah, sifat ija>rah ,bentuk-bentuk ija>rah, hukum-hukum ija>rah dan 

berakhirnya akad ija>rah. Dan tentang parkir tepi jalan umum dan Peraturan 

Walikota Surabaya nomor 29 tahun 2018, meliputi pengertian parkir tepi 

                                                           
19

Abuzar Asra dkk, Metodologi Penelitian Survei  (Bogor: IN Media, 2016), 185.   
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jalan umum, penyesuaian tarif parkir, prinsip dan sasaran tarif retribusi 

parkir, dan Peraturan Walikota Surabaya nomor 29 tahun 2018 tentang 

perubahan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum.  

Bab   ketiga, menjelasakan tinjauan umum praktik parkir yang ada di 

sekitar Makam Sunan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Pada 

bab ini menerangkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, praktik 

parkir di sekitar Makam Sunan Ampel yang meliputi transaksi (mekanisme) 

parkir dan penarikan tarif parkir di sekitar Makam Sunan Ampel. 

Bab Keempat, menjelaskan tentang analisis praktik parkir di sekitar 

makam Sunan Ampel, analisis hukum Islam dan Peraturan Walikota 

Surabaya nomor 29 tahun 2018  yang menggunakan akad ija>rah di sekitar 

Makam Sunan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya. 

Bab Kelima, penutup adalah bagian akhir pada skripsi ini berisikan 

kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban 

dari rumusan masalah disertai saran yang ditujukan kepada seluruh pihak 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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BAB II 

SEWA MENYEWA (IJA<RAH)  DAN PERATURAN  WALIKOTA 

SURABAYA NOMOR 29 TAHUN 2018 

 

A. Teori Sewa-menyewa (Ija>rah) 

1. Pengertian Ija>rah 

Sewa menyewa atau dalam bahasa arab nya adalah ija>rah  

digunakan sebagai nama bagi رُ   َج  berasal dari اَل  ياَء جُرُ  -أَجَرَ   yang 

jamaknya  ُر  و  جُ ا   berarti ‚imbalan terhadap suatu pekerjaan‛ 

زَاءُ  عَلَى ال عَمَل ()اَلَْ  .20 

a. Menurut Sayid Sabiq ija>rah menurut bahasa adalah :  

ر ا  رِ كَىُوَ ال عِوَضُ,كَمِن وُ سُُِّيَ الثػاوَابَ اَج  َج  تػَقاةٌ مِنَ ال   اَل ِجَارةَُ مُش 
Artinya: ‚Ija>rah diambil dari kata ‚al-ajr‛ yang artinya ‘iwad{ 

(imbalan), dari pengertian ini pahala (thawa>b) dinamakan 

ajr (upah/pahala)‛. 

 

b. Menurut Ali Fikri ija>rah menurut bahasa adalah  ِفَعَة    الَ كَرَاءُ اكَ  بػَي عُ ال مَنػ 

Artinya: ‚Sewa menyewa atau jual beli manfaat‛ 

                                                           
20

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah 

(Bandung: Pustaka setia, 2014), 119. 
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c. Menurut Abi Yahya Zakaria ija>rah secara bahasa disebut upah.
21

 

Dari definisi diatas bahwa ija>rah secara etimologi adalah imbalan 

atas pekerjaan atau manfaat sesuatu, sedangkan secara terminologi ija>rah 

adalah: 

 ٍـ ةَ ال مَع لُو مَةِ، بثَِمَنٍ مَع لُو  فَعَةٍ، مُدا دُ لَزٍـِ عَلَى مَنػ   عَق 
 

Artinya:  Akad yang lazim atas suatu manfaat pada waktu tertentu 

dengan harga tertentu.‛
22

 

 

Dalam arti luas ija>rah adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam 

memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau 

menjual suatu jasa dan lain lain.
23

 

Selain pengertian diatas para fuqaha’ juga mengemukakan tentang 

ija>rah  dengan redaksi yang berbeda-beda sebagai berikut : 

1) Ija>rah menurut Hanafiah: 

فَعَةِ بعِِوَضٍ ىُوَ مَاؿ دٌ عَلَى ال مَنػ   اَل ِجَارةَُ عَق 
 

Artinya: ‚Ija>rah adalah akad atas suatu manfaat dengan imbalah 

berupa harta.‛
24

 

 

2) Ija>rah menurut Malikiyah: 

دٌ يفُِي دُ تََ لِي كَ المنَافِعِ شَي ئٍ مُبَاحٍ مُداة  مَع لُو   مَة  بعِِوَضٍ اَل ِجَارةَُ.... عَق 
فَعَةِ   غَيْ ِ ناَشِئٍ عَنِ ال مَنػ 

 

                                                           
21

 Ahmad Wardi M, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah,2013), 316 
22

Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 129. 
23

Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam  (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 187. 
24

 Ahmad Wardi M, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2013),ْ317 
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Artinya: ‚Ija>rah…. Adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas 

manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu 

dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat‛.
25

 

 

3) Ija>rah menurut Syafi’iyah:  

ؿِ  كَحَد   فَعَةٍ مَق صُو دَةٍ مَع لُو مَةٍ قاَبلَِةٍ للِ بَذ  دٌ عَلَى مَنػ  عَق دِال ِجَارةَِ : عَق 
باَحَةِ بعِِوَضٍ مَع لُو ٍـ   كَال ِ

 
Artinya: ‚Definisi akad ija>rah adalah suatu akad atas manfaat yang 

dimaksud dan tertentu yang bisa di berikan dan dibolehkan 

dengan imbalan tertentu‛.
26

 

 

4) Ija>rah menurut Hanabilah: 

 

دٌ عَلَى  عَقِدُ بلَِف ظِ ال ِجَارةَِ كَال كَرَاءِ كَمَا فِِ مَع نَاهُُاَاكَىِيَ عَق  ل مَنَافِعِ تػَنػ   
    Artinya: ‚Ija>rah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan 

lafal ija>rah dan kara>’ dan semacamnya‛.27 
 

5) Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar et al, ija>rah adalah: 

‚Transaksi atas suatu manfaat yang mubah atas suatu barang tertentu 

atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, 

atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang 

diketahui pula‛. 

6)  Menurut Muhammad Rawas Qalaji, ija>rah adalah: 

‚Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

atas barang itu sendiri‛.
28

 

                                                           
25

 Ibid 
26

 Ibid 
27

 Ibid 
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7) Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud 

dengan ija>rah adalah: 

‚Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.‛ 

8) Menurut Hasbi ash-Shiddiqi bahwa ija>rah adalah: 

‚Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, 

yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual 

manfaat.‛ 

9) Menurut syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang 

dimaksud dengan ija>rah ialah:  

‚Akad atas manfa’at yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan 

membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.‛ 

10) Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga 

orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat 

tertentu.
29

 

11) Menurut Ali al-Khafif, ija>rah adalah transaksi terhadap sesuatu yang 

bermanfaat dengan imbalan.
30

 

12) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ija>rah adalah sewa 

barang dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran.
31

 

Dari definisi-definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

ija>rah atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. 

                                                                                                                                                               
28

 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 195. 
29

 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 114-115. 
30

 Abu Azam al hadi, Fikih Muamalah Kontemporer (Depok: Rajawali Pers, 2017), 80. 
31

 Pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.  
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Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu 

barang. Dari segi upah ija>rah mirip dengan jual beli akan tetapi, berbeda 

dalam segi objekya, jual beli objeknya benda sedangkan ija>rah objeknya 

manfaat dari benda.
32

 Jadi dalam prakteknya sewa menyewa yang 

berpindah hanya manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan 

kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan dari 

pengambilan manfaat dari benda tersebut maka penyewa berkewajiban 

memberikan upah. 

2. Dasar Hukum Ija>rah 

Menurut ulama fiqih dasar hukum diperbolehkannya  ija>rah adalah 

sebagai berikut: 

a. Al-Qur’an 

Al-Qur’an surah al-T{alaq ayat 6 yang berbunyi: 

             

                   

                    

            

Artinya:   ‚tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. 

dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang 

hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga 

                                                           
32

Ahmad Wardi M, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2013),ْ317. 
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mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-

anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, 

dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) 

dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.‛ 

(Q.S. al-T{alaq: 6)33 

Al-Qur’an surah al-Zukhruf  ayat 32, yang berbunyi: 

َ َ َ ََ ََََََ

 ََ ََََ َ َ َ َ

  ََ َ َ َ َ  ََََ 

Artinya: ‚Apakah mereka membagi rahmat Tuhannya? Kami telah 

menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 

kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian 

mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar 

sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. 

Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari pada apa yang mereka 

kumpulkan.‛ (Q.S. al-Zukhruf: 32)
34

 

Al-Qur’an surah al-Qas}as} ayat 26 yang berbunyi: 

 َ  َ   َ َََ َ َ ََ

 ََََ 

Artinya: ‚Salah satu dari wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia 

sebagai orang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya 

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada 

kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.‛ (Q.S. al-
Qas{as}: 26)

35
 

 

 

                                                           
33

 Departemen Agama RI, alQuran dan Terjemahnya (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 

2016), 559. 
34

 Ibid., 491. 
35

 Ibid., 388. 
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Al-Qur’an surah al-Kahfi ayat 77 yang berbunyi: 

  َ  ََ  ََ  َ  َ َ ََ  َ

 َ  ََ  ََ َ  ََ َََ َ

 َََََ 

Artinya: ‚Maka keduanya berjalan; hingga ketika keduanya sampai 

kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta 

dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri 

itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya 

mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri 

itu), Dia (Musa) berkata, jika engkau mau, niscaya. Lalu dia 

menegakkannya. Engkau dapat meminta imbalan untuk itu.‛ 

(Q.S. al-Kahfi: 77)
36 

Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi: 

َ   َ  َ َ َ ََ َََ َ   َ

َ َ  َ  َ ََ    ََََََ ََ

َ َ َ  َََ َََ َ ََ ََ

َ َ َ َ َ  َ  َََ  َ    

                      ََ

َََََ ََ ََََ 

Artinya : ‚Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian 

kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak 

dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 

                                                           
36

 Ibid., 302. 
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anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih 

(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan 

jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka 

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada 

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 

kamu kerjakan.‛ (Q.S. al-Baqarah: 233)
37

 

Dari ayat ayat diatas dapat dipahami bahwa kita diperbolehkan 

menyewa jasa orang lain, mempekerjakan orang lain dengan syarat 

harus memberikan upah secara layak. Hal ini jelas sekali 

mengidentifikasi bahwasannya akad sewa menyewa manfaat terhadap 

sesuatu yang kita tidak miliki atau kita tidak mampu mengerjakannya, 

dengan adanya imbalan upah yang patut  maka diperbolehkan.   

b. Hadis 

هُمَا قاَؿَ قاَؿَ رَسُو ؿُ الِله عبدالله  كَعَنِ  طوُا أعُ  ) اب نِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنػ 
فا الأ َ  رَهُ قػَب لَ افَ  يَّاِ رَ أَج   . كَاهُ ابِ نُ مَََو  رَ  (قوُُ رَ عَ  جِيػ 

 

Artinya: Dari Abdullah ibn Umar r.a ‚berikanlah olehmu upah orang 

sewaan sebelum keringatnya kering‛. (H.R. Ibnu Majah)
38 

 

تَاء جَرَ اَجِيػ ر ا فػَل يُسَمِّ لَوُ  ريِِّ افَا النابِا قاَؿَ )مَنِ اس  دُ  كَعَن  اَبِِ سَعِي دٍ الْ 
هَقِي   رَتوَُ( رَكَاهُ عَب دُ الرازااؽِ كَفِي وِ انِ قِطاَعُ كَكَصَلَوُ ال بػَيػ  مِن  طَريِ قِ  اجُ 

فَةَ اَبِ حَنِيػ    
 

Artinya: Dari Abi Said Al-khudriy sesungguhnya Nabi saw bersabda: 

‚barangsiapa mempekerjakan buruh hendaklah menentukan 

                                                           
37

 Ibid., 37. 
38

 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Terj. M ali (Surabaya:Mutiara ilmu), 414 
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upahnya‛. Hadis diriwayatkan oleh Abdurrazzaq tetapi di 

dalamnya memuat sanad yang terputus dan al-Bayhaqiy telah 

menjadikannya muttasil  dari jalur riwayat Abu Hanifah. 

(H.R. an-Nasa’iy, Abdurrazaq, dan al-Baihaqiy dari Abu 

Hurayrah dan Abu Said al-Khudriy)
39 

 

هِ عَن  أَبِ  رُك ب نُ يََ يََ عَن  جَدِّ ثػَنَا عَم  ثػَنَا أَحم َدُ ب نُ مَُُمادٍ ال مَكِّي  حَدا حَدا
وُ عَن وُ عَن  النابِِّ صَلاى اللاوُ عَلَي وِ كَسَلامَ قاَؿَ مَا بػَعَثَ اللاوُ ىُرَيػ رَةَ رَضِيَ اللا 

حَابوُُ كَأنَ تَ فػَقَاؿَ نػَعَم  كُن تُ أرَ عَاىَا عَلَى  نبَِيًّا إِلا رَعَى ال غَنَمَ فػَقَاؿَ أَص 
لِ مَكاةَ   قػَرَاريِطَ لِأَى 

 
Artinya:ْ‚Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad Al 

Makkiy telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Yahya 

dari kakeknya dari Abu Hurairah dari Nabi Saw bersabda: 

"Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi melainkan dia 

mengembalakan kambing". Para sahabat bertanya: 

"Termasuk engkau juga?" Maka Beliau menjawab: "Ya, aku 

pun mengembalakannya dengan upah beberapa qirat (keping 

dinar) milik penduduk Makkah‛. (H.R. al-Bukhari)
40

 

 

ريِِّ افَا النابِِا  دُ  ثػَنَا حَماادٌ عَن  حَماادٍ عَن  اَبِ سَعِي دٍ الْ  ثػَنَا ابَوُ كَامِلٍ حَدا حَدا
رهُُ كَعَن  صَلاى اللهُ عَلَي وِ كَسَلامَ  َ لَوُ اَج  َجِيْ ِ حَتَّا يػُبػَيَّا تِئ جَارِ ال  نػَهَى عَن  اس 

جَ  سِ كَالِ قَاءِ الَْ  شِ كَ اللام  رِ الناج   
Artinya: Abu kamil telah meriwayatkan kami, Hammad juga telah 

meriwayatkan kami bersumber dari Hammad bersumber dari 

Ibrahim bersumber dari Abu Sa’id al-Khudriy: ‚bahwa Nabi 

Saw melarang membayar upah jasa seseorang yang tidak 

jelas upahnya, juga melarang jual beli yang bersifat 

manipulative, spikulatif, dan barang yang tidak pasti. (H.R. 

Ahmad)
41

 

                                                           
39

 Ibid.,415 
40

 Aplikasi Kutubus Sittah, Bukhori no-2012. 
41

 Suqiyah Musafa’ah, Hadith Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 95. 
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Dari ke empat hadis nabi diatas bahwasanya ketika kita 

mempekerjakan orang lain atau menyewa jasa orang lain maka harus 

disepakti terlebih dahulu upah yang akan di berikan dan memberikan 

upah tersebut secara layak dan pantas, agar antara orang yang ber akad 

tidak timbul  perselisihan dan hilangnya kerelaan antara mereka, 

karena Nabi melarang membayar upah jasa seseorang yang tidak jelas 

upahnya, maka upah tersebut sebaiknya disepakati sejak awal akad 

oleh orang-orang yang melakukan akad sewa tersebut. 

بػَرَناَ مالَِكٌ عَن  عَب دِ الله بن دِيػ نَارٍ عَن   ثػَنَا عَب دُ الله بن يوُسُف اَخ  حَدا
هُمَا افَا رَجُلا  ذكََرَ للِنابِِّ  صَلاى الله عَلَي وِ  عَب دِ الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنػ 

 كَسَلامَ انَاوُ يُُ دعَُ فِ ال بػُيػُو عِ فػَقُل  اِذَا بايَػَع تَ فػَقُل  لَ خِلَا بةََ 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah 

mengabarkan kepada kam Malik dari Abdullah bin Dinar 

dari Abdullah bin Umar r.a bahwa ada seorang laki laki 

menceritakan kepada Nabi Muhammad saw bahwa dia 

tertipu dalam berjual beli. Maka beliau bersabda : ‚jika kamu 

berjual beli katakanlah ‚maaf namun jangan ada penipuan‛. 

(H.R. al-Bukhari)
42

 

Dalam hadis ini Nabi melarang adanya penipuan dalam  jual beli, 

hal ini juga berlaku terhadap sewa menyewa yang mena kedua akad 

tersebut adalah termasuk dalam akad mu’awad{ah (tukar-menukar) 

dimana dalam akad sewa menyewa tersebut adanya tukar menukar 

yakni upah dengan manfaat, hadis ini menjelaskan bahwasannya kita 

                                                           
42

 Aplikasi Kutubus Sittah, Bukhori no-6449 
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dituntut untuk meninggalkan penipuan baik dari segi harga/upah 

ataupun objek akad. 

c. Ijma’ 

Mengenai kebolehan ija>rah, tidak ada seorang ulama’ yang 

membantah kesepakatan ini, sekalipun ada diantara mereka yang 

berbeda pendapat. Akan tetapi, hal itu tidak ditanggapi. Karena dalam 

akad ija>rah ini jelas terdapat manfaat dan kemaslahatan yang sangat 

besar bagi umat manusia, dan tidak ada larangan untuk melalukan akad 

ija>rah.
43

 

Pada prinsipnya dasar hukum diatas memberi gambaran bahwa 

setiap muslim harus melakukan hal terbaik dalam ija>rah, baik sewa 

maupun upah. Dalam hal sewa berarti memberi kesempatan kepada 

pihak penyewa dan yang menyewakan, saling tanggung jawab sesuai 

dengan hak dan kewajibannya, demikian juga dengan memberi upah 

kepada pekerja harus sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak 

merugikan kedua belah pihak. 

3. Rukun Ija>rah  

Ija>rah adalah bagian dari muamalah yang menyangkut hubungan 

antara sesama manusia dengan tujuan kemaslahatan, keamanan, serta 

ketentraman maka dari itu dalam melakukannya diperlukan adanya 

ketulusan dan keikhlasan dari penyewa dan yang menyewakan. 

                                                           
43

 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah     

(Bandung: Pustaka setia, 2014), 124. 
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Rukun merupakan hal yang sangat penting sebagaimana jika tidak 

terpenuhinya rukun atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), 

maka suatu perjanjian tidak sah (batal).
44

 Menurut ulama’ Hanafiah, 

rukun ija>rah  hanya satu yakni ija>b dan qabu>l, pernyataan dari penyewa 

dan orang yang menyewakan, dengan menggunakan beberapa lafal 

diantaranya: 

al-ija>rah, al-isti’jar, al-iktira’, dan al-ikra’. Sedangkan menurut 

jumhur ulama, rukun ija>rah itu ada 4, yaitu: 

a. Muta’a>qidain: dua pihak yang melakukan transaksi yakni mu’ajji>r 

(orang yang menyewakan) musta’ji >r (orang yang menyewa) 

b. S}ighat: ijab dan qabul 

c. Ma’qu>d ‘alaih (manfaat yang di transaksikan): baik dari suatu barang 

yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja 

d. Ujra>h (upah): sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai 

kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan.
45

 

4. Syarat Ija>rah 

Dalam akad ija>rah terdapat 4 jenis persyaratan yakni :  

a. Syarat terjadinya akad (syarat in’iqa >d) 

Syarat yang berkaitan dengan ‘a>qid (orang yang melakukan 

transaksi) menurut Hanafiah dan Malikiyyah adalah berakal dan 

mumayyiz, maka para pihak yang melakukan akad haruslah orang yang 

                                                           
44

 Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 193. 
45

 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 197. 
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mampu, dengan kata lain para pihak harus berakal dan mampu 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sedangkan 

Syafi’iyah dan Hanabilah menambahkan satu syarat lagi yaitu baligh 

(sampai umur dewasa) maka akad anak kecil sekalipun sudah dapat 

membedakan, dinyatakan tidak sah. Namun menurut Malikiyyah, 

tamyiz adalah syarat sewa menyewa sedangkan baligh adalah syarat 

kelangsungan akad. Dengan demikian anak yang mumayyiz (bisa 

membedakan) boleh melakukan akad ija>rah dengan syarat adanya 

persetujuan walinya.
46

 

b. Syarat kelangsungan akad (Nafadh) 

Agar nafadh menjadi sah maka disyaratkan harus terpenuhinya hak 

milik atau kekuasaan. Apabila si pelaku (‘a>qid) tidak mempunyai hak 

kepemilikan atau kekuasaan menurut Hanafiyah dan Malikiyah 

statusnya ditangguhkan menunggu persetujuan pemilik barang. Namun 

menurut Syafi’iyah dan Hanabilah hukumnya batal seperti halnya jual 

beli.
47

 

c. Syarat sah nya ija>rah  

Agar akad ija>rah menjadi sah maka harus dipenuhi  beberapa 

syarat yang berkaitan dengan ‘a>qid (pelaku), ma’qu >d ‘alaih (objek), 

sewa atau upah (ujra>h) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut 

adalah  
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 Ahmad Wardi M, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2013), 321. 
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 Ibid.,322. 
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1) Persetujuan kedua belah pihak, adanya pernyataan kerelaan dalam 

melakukan transaksi ija>rah. Tidak dibenarkan melakukan upah 

mengupah atau sewa menyewa karena adanya  paksaan antara kedua 

belah pihak karena dapat menyebabkan tidak sah nya akad ija>rah. 

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT surat al-Nisa’ 

ayat 29 

   ََََ َ ََ  َََ

َ ََ َ ََ…ََََ 

Artinya: ‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka-suka diantara kamu.‛ (Q.S. al-Nisa’: 29)
48 

 
2) Objek akad yaitu manfaat harus jelas sehingga tidak menimbulkan 

perselisihan. Jika tidak jelas dan menimbulkan perselisihan maka 

akad ija>rah  tidak sah, karena manfaat tersebut tidak bisa 

diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai. 

Kejelasan tentang objek akad ija>rah dapat diketahui dengan cara 

menjelaskan:  

a) Objek manfaat yakni kejelasan dari objek/benda yang disewakan.  

b) Masa manfaat yakni penjelasan tentang berapa lama manfaat 

diperlukan.  

                                                           
48

 Departemen Agama RI, alQuran dan Terjemahnya (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 

2016), 83. 
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c) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. 

Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak 

terjadi perselisihan.
49

  

3) Objek akad ija>rah harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki 

maupun syar’i. Maka tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit 

diserahkan secara hakiki contohnya menyewakan kuda yang binal 

untuk di kendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar’i, seperti 

menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan 

masjid dan menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir. 

Sehubungan dengan syarat ini, menurut Abu Hanifah dan Zufar 

tidak diperbolehkan menyewakan benda milik bersama tanpa 

mengikutsertakan pemilik yang lain, karena manfaat benda milik 

bersama tidak bisa diberikan tanpa persetujuan semua pemilik. 

Namun menurut jumhur ulama’ menyewakan barang milik bersama 

hukumnya boleh, karena manfaatnya bisa dipenuhi dengan cara 

dibagi antara pemilik yang satu dengan pemilik yang lain. 

4) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan 

oleh syara’. Contoh menyewa rumah untuk digunakan sebagai panti 

asuhan. Jadi tidak diperbolehkan menyewakan rumah untuk tempat 

pelacuran, perjudian atau menyewa orang untuk membunuh orang 

lain. 

                                                           
49
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5) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban 

orang yang disewa sebelum dilakukannya ija>rah. Dikarenakan 

seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannnya, 

tidak berhak menerima upah atas pekerjaannya itu.  

a) Menurut Hanafiah dan Hanabilah tidak sah menyewakan tenaga 

untuk melakukan perbuatan yang sifatnya taqarrub dan taat 

kepada allah, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan 

dan mengajarkan al-Qur’an dikarenakan hal hal tersebut 

mengambil upah untuk pekerjaan yang fardhu dan wajib. Dan 

juga tidak dibolehkan mengambil upah untuk memandikan 

mayit, akan tetapi membolehkan ija>rah untuk menggali kubur 

dan memikul jenazah. 

b) Menurut ulama mutaakhirin dari Hanafiah mengecualikan dalam 

hal mengajarkan al-Qur’an dan ilmu ilmu agama. Mereka 

membolehkan mengambil upah dari pekerjaan tersebut dengan 

menggunakan istihsan, agar Al-Qur’an dan ilmu ilmu agama 

tidak hilang dan masyarakat tidak bodoh. Maka dari itu 

dibolehkan mengambil upah dari pekerjaan tersebut. 

c) Menurut Malikiyah dan Syafi’iyah boleh hukumnya mengambil 

upah  untuk mengajarkan al-Qur’an, adzan, imam masjid, 

mengurus masjid, ija>rah untuk haji, memandikan mayit, 

menalkinkan, dan menguburkannya. 
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Namun para ulama’ sepakat membolehkan mengambil upah untuk 

mengajarkan ilmu hisab, khat}, lughah (bahasa), adab (sastra), fiqih, 

dan hadis serta membangun masjid dan madrasah. 

6) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari 

pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Maka tidak sah ija>rah atas 

perbuatan taat karena manfaatnya untuk dirinya sendiri bukan untuk 

orang lain. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil 

pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuk 

atau tepungnya untuk dirinya sendiri. 

7) Manfaat ma’qu>d ‘alaih harus sesuai dengan tujuan dilakukannya 

akad ija>rah yang berlaku umum. Maka, apabila manfaat tersebut 

tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya ija>rah maka akad ini tidak 

sah. Contoh menyewa pohon untuk menjemur pakaian, karena 

pengambilan manfaat dari pohon tidak sesuai dengan manfaat 

pohon itu sendiri. 

Adapun syarat-syarat tentang upah (ujr>ah) adalah :  

1) Upah harus berupa ma>l mutaqawwim yang diketahui. Syarat ini 

diperlukan dalam ija>rah karena upah merupakan harga atas manfaat, 

sebagaimana harga barang dalam jual beli. Kejelasan tentang upah 

ini sangat penting untuk menghindari perselisihan antara mua’ji >r 

(orang yang menyewakan) dan musta’ji >r (orang yang menyewa). 

Namun penentuan upah ini juga boleh didasarkan pada ‘urf  atau 

adat kebiasaan. Misalnya ongkos kendaraan angkutan umum yang 
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sudah lazim berlaku, meski tanpa penyebutan harga, hukumnya 

tetap sah. 

2) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat ma’qu>d 

‘alaih. Apabila sama, maka ija>rah tidak sah. Contoh mengerjakan 

sawah dengan upah sebidang sawah.
50 

d. Syarat mengikatnya akad ija>rah   

1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat 

mengakibatkan terhalangnya pemanfaatan suatu benda yang di sewa 

itu. Apabila terdapat suatu cacat maka orang yang menyewa boleh 

memilih antara meneruskan ija>rah dengan pengurangan upah sewa 

atau membatalkannya. Contoh seperti mobil yang disewa mogok, 

rumah yang disewa ada beberapa kerusakan, namun apabila rumah 

yang disewa itu hancur maka akad ija>rah harus batal karena objek 

ija>rah rusak total. 

2) Tidak adanya udzur yang mengakibatkan batal nya akad ija>rah. 

Misalnya udzur pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada 

sesuatu yang disewakan, maka pelaku berhak membatalkan akad  

menurut Hanafiah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama’, akad ija>rah 

tidak batal karena adanya udzur, selama objek akad yaitu manfaat 

tidak hilang. 

Udzur yang menyebabkan batal nya akad dibagi menjadi tiga bagian 

menurut Hanafiah. 
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 Ibid.,323-327. 
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a) Udzur musta’ji >r (penyewa). Misalnya orang yang menyewa 

terkena bangkrut  

b) Udzur mu’ji >r (orang yang menyewakan). Contohnya mu’ji >r 

memiliki hutang yang sangat banyak sehingga dia harus menjual 

barang yang disewakan untuk melunasi hutang tersebut. 

c) Udzur yang berkaitan dengan barang yang disewakan atau 

sesuatu yang disewa.
51

 

5. Sifat Ija>rah  

Dalam masalah sifat akad ija>rah para ulama’ fiqih mempunyai 

perbedaan pendapat sebagai berikut: 

a. Ulama’ Hanafiyah : bahwa transaksi ija>rah bersifat mengikat, tetapi 

boleh dibatalkan secara sepihak apabila bermasalah dari salah satu 

pihak yang bertransaksi, seperti salah satu pihak meninggal dunia atau 

kehilangan kecakapan bertindak hukum. 

b. Jumhur Ulama’ : bahwa transaksi ija>rah sifatnya mengikat yang tidak 

bisa dibatalkan kecuali dengan sebab-sebab yang jelas seperti  adanya 

cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. 

Ada perbedaan pendapat dari ulama Hanafiyah dengan jumhur 

ulama’ mengenai akibat dari salah seorang yang bertransaksi 

meninggal dunia. Menurut Hanafiyah apabila salah seorang meninggal 

dunia maka transaksi ija>rah batal, karena manfaat itu tidak bisa 

                                                           
51

 Ibid.,327-328  
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diwariskan. Namun menurut jumhur ulama’ beda pendapat, bahwa 

manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta. Sebab kematian 

salah satu pihak yang bertransaksi tidak akan membatalkan ija>rah.  

Maka untuk kasus seperti diatas, kita bisa mengambil jalan yang 

paling mendekati pada praktik sekarang yang berkembang di 

masyarakat, yakni tidak serta merta membatalkan akad ija>rah akan 

tetapi, mengambil jalan terbaik yang tidak merugikan salah satu pihak, 

sehingga transaksi ija>rah akan lebih menguntungkan kepada kedua 

belah pihak.
52

 

6. Bentuk-Bentuk Ija>rah  

Dari segi objeknya akad ija>rah dibagi dua macam menurut ulama’ fiqih: 

a. Ija>rah bil ‘amal  yaitu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. 

Objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang dengan cara 

mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut 

para ulama’ fiqih akad sewa menyewa jenis ini diperbolehkan apabila 

jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai dengan syariat. Ija>rah bil ‘amal 

dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Ija>rah yang bersifat pribadi/khusus, yaitu ija>rah yang dilakukan oleh 

seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja 

selain dengan orang yang memberinya upah  seperti supir pribadi, 

pembantu rumah tangga. 
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    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39 

 

 
 

2) Ija>rah yang bersifat serikat/musytarak  yaitu, seseorang yang  

menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh 

pabrik, notaris, pengacara.  

b. Ija>rah bil manfaat, yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat. 

Misalnya sewa menyewa rumah, toko, kendaraan. Selama manfaat itu 

diperbolehkan oleh syara’ untuk digunakan, maka boleh dijadikan 

objek sewa menyewa menurut ulama' fiqih.
53

 

7. Hukum Hukum Ija>rah 

Akibat hukum dari ija>rah yang shahih adalah tetapnya hak milik 

atas manfaat bagi musta’ji >r (penyewa), dan tetapnya hak milik atas uang 

sewa atau upah bagi mu’ji >r (yang menyewakan). Hal ini dikarenakan akad 

ija>rah adalah akad mu’awad}ah, yang disebut dengan jual beli manfaat.
54

 

a. Hukum ija>rah atas manfaat (sewa-menyewa) 

Dalam menetapkan saatu hukum ada beberapa perbedaan pendapat 

antara Hanafiyah dan Malikiyah di satu pihak dan Syafi’iyah serta 

Hanabilah di pihak lain dalam masalah masalah berikut : 

1) Menurut Hanafiyah dan Malikiyah: ketetapan hukum akad sewa 

menyewa berlaku sedikit demi sedikit, sesuai dengan timbulnya 

objek manfaat. Sehingga uang sewa tidak bisa dimiliki hanya 

semata-mata dengan akad saja, melainkan secara berangsur sesuai 

dengan manfaat yang diterima. Dengan demikian mu’ji >r (orang yang 
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menyewakan) tidak bisa menuntut uang sewa sekaligus, kendati 

demikian mu’ji>r diwajibkan untuk menyerahkan barang yang 

disewakan kepada musta’ji >r (penyewa) setelah dilakukannya akad. 

Karena upah tidak wajib dibayar hanya dengan adanya akad, 

melainkan adanya manfaat yang diterima, sedangkan pada waktu 

akad, manfaat itu belum ada. Manfaat baru bisa diterima setelah 

barang yang disewa mulai digunakan. Dan ija>rah boleh disandarkan 

kepada masa yang akan datang. Misalnya, mu’ji >r berkata ‚saya 

sewakan rumah ini kepadamu selama satu tahun, dimulai pada bulan 

Januari 2008‛ akad dilakukan pada bulan November 2007. Hal ini 

dikarenakan akad ija>rah berlaku sedikit demi sedikit sesuai dengan 

timbulnya manfaat dari barang tersebut.  

2) Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah: ketetapan hukum akad sewa 

menyewa berlaku secara kontan sehingga masa sewa dianggap 

seolah-olah seperti benda yang tampak, sehingga uang sewa (ujra>h) 

dapat dimiliki setelah dilakukannya akad, karena ija>rah adalah akad 

mu’awad{ah, yang apabila tidak dikaitkan dengan syarat, secara 

otomatis menimbulkan hak milik atas kedua imbalan (manfaat dan 

sewa) ketika akad selesai, sama seperti timbulnya hak milik pada 

jual beli. Syafi’iyah tidak memperbolehkan ija>rah yang disandarkan 

kepada masa yang akan datang. Karena ija>rah merupakan jual beli 
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atas manfaat yang dianggap ada pada waktu akad, namun Hanabilah 

membolehkan hal tersebut.
55 

b. Hukum ija>rah atas pekerjaan (upah-mengupah) 

Ija>rah  atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad 

ija>rah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Seperti membangun 

rumah, menjahit pakaian, menjadi tukang parkir. Orang yang 

melakukan pekerjaan disebut aji>r atau tenaga kerja.  

Dalam ija>rah bil ‘amal, aji>r atau tenaga kerja dibagi menjadi dua 

macam yakni Aji>r kha>s{ dan aji>r mushtarak.  Hal-hal  yang berkaitan 

dengan aji>r dan upah aji>r adalah sebagai berikut: 

1) Tanggung jawab aji>r  

Aji>r kha>s}, tidak dibebani ganti kerugian apabila terjadi kerusakan 

barang yang berkaitan dengan pekerjaannya, karena ia sebegai 

pemegang amanah seperti wakil dan mud{a>rib  pendapat ini 

disepakati oleh ulama madzhab empat.  

Aji>r mushtarak, orang yang berhak menerima upah karena 

pekerjaannya, bukan karena dirinya, para ulama berbeda pendapat 

dalam hal ini. 

a) Menurut Imam Abu Hanifah,  Zufar, Hasan bin Zayyad, 

Hanabilah dan Syafi’i dalam qaul yang shahih, aji>r musytarak  

sama dengan aji>r kha>s} yang tidak dibebani ganti kerugian atas 

rusaknya suatu barang yang di pakai untuk melakukan 
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pekerjaannya, selama tindakannya tidak melampaui batas atau 

lalai. 

b) Menurut Malikiyyah, Abu yusuf, Muhammad bin Hasan serta 

Ahmad dalam salah satu pendapatnya bahwa aji>r mushtarak 

harus mengganti kerusakan barang yang digunakan ketika 

melakukan pekerjaannya, walaupun kerusakan tersebut bukan 

karena kelalaian ataupun tindakan yang melampaui batas. 

Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi:  

عَن  سَُرَُةَ بِن  جُن دُبٍ عَنِ النابِِ صَلاى اللهُ عَلَي وِ كَسَلامَ قاَؿَ : عَلَى ال يَدِ 
حَتَّا تػُؤَدِّهِ, كَقاَؿَ ب نُ بَشِيْ ٍ : حَتَّا تػُؤَدِّي ماَ اَخَذَت    

 
Artinya: Dari Samurah ibnu Jundub dari Nabi Muhammad 

beliau bersabda: Orang yang memegang harus 

bertanggung jawab terhadap apa yang diambilnya 

sampai ia menunaikannya (memberikannya). Berkata 

Ibnu Basyir: Sampai barang tersebut diberikan. (H.R. 

Imam Ahmad dalam Musnadnya)
56

 

  

2) Perubahan dari amanah menjadi tanggung jawab  

Sesuatu yang berada di tangan aji>r, seperti kain pada seorang 

penjahit merupakan amanah akan tetapi barang tersebut akan 

berubah menjadi tanggung jawab aji>r apabila terjadi hal hal berikut:  

a) Aji>r tidak menjaga barang tersebut dengan baik, maka apabila 

barang rusak atau hilang maka aji>r wajib mengganti nya. 

b) Aji>r melakukan perbuatan yang merusak barang dengan sengaja.  

                                                           
56

 Ibid.,333-334 
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c) Musta’ji >r  menyalahi syarat syarat yang telah disepakati oleh 

mu’ji >r, baik dari segi jenis barang, kadar, sifar, tempat serta 

waktunya. Contoh menyewa kendaraan dengan kesepakatan 

berat beban yang diangkut satu ton namun kenyatannya yang 

diangkut sebesar dua ton sehingga terjadi kerusakan pada 

kendaraan yang disewa.
57

 

3) Gugurnya upah karena rusaknya barang  

Dalam menentukan upah bagi aji>r, para ulama berbeda pendapat : 

a) Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah, jika aji>r bekerja di tempat 

penyewa maka aji>r tetap memperoleh upah, walaupun barang 

yang digunakan tersebut mengalami kerusakan. Sebaliknya 

apabila barang tersebut ada di tangan aji>r dan mengalami 

kerusakan atau hilang maka ia tidak berhak menerima upah.  

b) Menurut ulama Hanafiah hampir sama akan tetapi lebih diperinci 

yakni:  

(1) Apabila barang ada di tangan aji>r, maka ada dua kemungkinan 

yakni: apabila barang rusak di tangan aji>r sebelum diserahkan 

kepada musta’ji>r maka upah menjadi gugur, contoh pesanan 

jahitan baju karena hasil pekerjaan yang dipesan tidak 

diserahkan. Dan apabila pekerjaan aji>r itu berupa jasa yang 

tidak terlihat bekasnya seperti mengangkut barang, maka upah 

                                                           
57

 Ibid.,335 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44 

 

 
 

wajib diberikan saat tugas aji>r telah selesai dilaksanakan, 

walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. 

(2) Apabila barang ada di tangan musta’ji>r yang mana ia bekerja 

di tempat penyewa, maka ia berhak menerima upah setelah 

menyelesaikan pekerjaannya. Apabila pekerjaannya tidak 

selesai seluruhnya, maka ia berhak menerima upah sesuai 

dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan saja.
58

 

c. Hukum menyewakan barang sewaan  

Orang yang menyewa diperbolehkan menyewakan lagi barang 

sewaan kepada orang lain dengan syarat pemanfaatan barang itu sesuai 

dengan kesepakatan bersama ketika transaksi, misalnya penyewaan 

mobil dalam waktu dua minggu, dalam perjalanannya mobil tersebut 

tidak dipakai dalam satu minggu, kemudian penyewa menyewakan 

satu minggu kepada penyewa kedua, maka hal ini diperbolehkan 

karena penyewa pertama sudah melakukan transaksi dengan pihak 

pemilik barang. Adapun harga penyewaan yang kedua bisa disepakati 

bersama oleh penyewa pertama dan penyewa kedua. 

Jika dalam masa persewaan barang disewakan terjadi kerusakan, 

maka yang berhak mengganti adalah pemilik barang, dengan syarat 

bahwa kerusakan tersebut bukan akibat kelalaian penyewa barang. 

                                                           
58

 Ibid.,336. 
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Apabila kerusakan tersebut akibat dari kelalain penyewa, maka pihak 

penyewa wajib mengganti kerusakan tersebut.
59

 

8. Berakhirnya Ija>rah 

Ija>rah berakhir karena sebab-sebab berikut : 

a. Akad ija>rah berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang 

melakukan akad karena ija>rah hanya hak manfaat, maka hak ini tidak 

dapat diwariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki, 

ini menurut Hanafiyah. Akan tetapi menurut jumhur ulama’, sifat akad 

ija>rah adalah akad lazim (mengikat para pihak), seperti hal nya jual 

beli. Atas dasar ini mayoritas fuqaha’ berpendapat bahwa ija>rah tidak 

dapat dibatalkan dengan meninggalnya salah satu pihak yang 

melakukan akad. Ija>rah berakhir karena berakhirnya waktu akad maka 

dari itu, manfaat dari ija>rah dapat diwariskan sampai berakhirnya akad 

karena ija>rah merupakan milk al-manfaah (kepemilikan manfaat) 

menurut mayoritas ulama’. 

b. Ija>rah berakhir dengan iqalah (menarik kembali). Akad ija>rah adalah 

akad mu’awad}ah (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga 

memungkinkan untuk dilakukan pembatalan seperti hal nya jual beli. 

c. Sesuatu yang disewakan hancur atau mati, sehingga ija>rah tidak 

mungkin untuk diteruskan. 

d. Manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai, 

kecuali ada udzur atau halangan.
60 
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 Abu Azam al hadi, Fikih Muamalah Kontemporer (Depok: Rajawali Pers, 2017), 85. 
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B. Parkir Tepi Jalan Umum dan Peraturan Walikota Surabaya nomor 29 tahun 

2018  

1. Pengertian Parkir Tepi Jalan Umum  

Parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan parkir yang di 

selenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam ruang milik jalan dan 

merupakan objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
61

 Parkir 

tepi jalan umum yang selanjutnya disingkat TJU, meliputi parkir TJU non 

zona, parkir TJU zona, parkir TJU insidentil,  parkir TJU petak khusus 

dan parkir TJU progresif.
62

 

Dalam penelitian ini di fokuskan pada parkir tepi jalan umum 

zona, parkir tepi jalan umum zona yakni suatu bentuk pelayanan parkir 

dengan ditetapkan tarif parkir tersendiri untuk setiap zona atau kawasan 

tertentu.
63

 

2. Penyesuaian, Prinsip dan SasaranTarif  Retribusi Parkir 

Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diatur dalam 

ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya  nomor 8 tahun 2012 

tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum kemudian 

diperbaharui kedalam Peraturan Walikota Surabaya nomor 29 tahun 2018 

                                                                                                                                                               
60

 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 140. 
61

 Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran di 

Kota Surabaya pasal 1 ayat 13 
62

 Ibid.,pasal 5 ayat 4 
63

 Ibid.,pasal 1 ayat 15 
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tentang  perubahan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum mengingat 

penyesuaian tarif retribusi parkir wajib ditinjau kembali paling lama 3 

(tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan 

perkembangan perekonomian. 

 Prinsip dan sasaran yang digunakan dalam penetapan tarif 

retribusi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan 

meliputi biaya operasi,  pemeliharaan, biaya bungan dan biaya modal, 

kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian dan 

pelayanan.
64

 

3. Peraturan Walikota Surabaya nomor 29 tahun 2018 tentang Perubahan 

Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum  

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terbaru adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk 1 (satu) kali parkir:  

a. Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang 

diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 kg (tiga 

ribu lima ratus kilogram), meliputi: \ 

1) Kendaraan truck mini atau kendaraan lain yang sejenis, 

dikenakan retribusi sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah)  

                                                           
64

 Peraturan Daerah Kota Surabaya No 8 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi 

jalan umum pasal 7 dan pasal 9 
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2) Kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis 

dikenakan retribusi sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)
65

 

b. Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang 

diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus 

kilogram), meliputi: 

1) Kendaraan truck dengan gandengan, trailer atau kendaraan yang 

sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu 

rupiah) 

2) Kendaraan truck, bus atau alat besar/berat yang sejenis, 

dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)  

c. Kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1000,00 

(seribu rupiah).
66

 

2. Untuk 1 (satu) kali parkir di tempat parkir insidentil: 

a. Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang 

diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 kg (tiga 

ribu lima ratus kilogram), meliputi:  

1) Kendaraan truck mini atau kendaraan lain yang sejenis, 

dikenakan retribusi sebesar Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) 

2) Kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis 

dikenakan retribusi sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 

                                                           
65

 Peraturan Walikota Surabaya nomor 29 tahun 2018 tentang perubahan tarif retribusi pelayanan 

parkir di tepi jalan pasal 1. 
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 Ibid. 
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b. Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang 

diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus 

kilogram), meliputi: 

1) Kendaraan truck dengan gandengan, trailer atau kendaraan yang 

sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima 

ribu rupiah) 

2) Kendaraan truck, bus atau alat besar/berat yang sejenis, 

dikenakan retribusi sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)  

c. Kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp 3.000,00 

(tiga ribu rupiah)
67

 

3. Untuk 1 (satu) kali parkir zona:  

a. Mobil penumpang dan mobil dengan jumlah berat yang 

diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 kg (tiga 

ribu lima ratus kilogram), meliputi: \ 

1) Kendaraan truck mini atau kendaraan lain yang sejenis, 

dikenakan retribusi sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)  

2) Kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis 

dikenakan retribusi sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) 

b. Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang 

diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus 

kilogram), meliputi: 

                                                           
67

 Ibid. 
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1)  Kendaraan truck dengan gandengan, trailer atau kendaraan yang 

sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu 

rupiah) 

2) Kendaraan truck, bus atau alat besar/berat yang sejenis, 

dikenakan retribusi sebesar Rp 14.000,00 (empat belas ribu 

rupiah)  

c. Kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp 2.000,00 

(dua ribu rupiah).
68

 

                                                           
68

 Ibid. 
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BAB III 

PRAKTIK PARKIR DI SEKITAR MAKAM SUNAN AMPEL 

KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Tempat parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan, 

baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik 

jalan,
69

 di kota Surabaya penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah 

Daerah dibagi menjadi dua yakni parkir di dalam ruang milik jalan dan parkir 

di luar ruang milik jalan,
70

 disekitar Makam Sunan Ampel ini masuk kategori 

parkir di dalam ruang milik jalan yang mana meliputi parkir tepi jalan umum 

non zona, parkir tepi jalan umum zona, parkir tepi jalan umum insidentil, 

parkir tepi jalan umum petak khusus dan/ atau parkir tepi jalan umum 

progresif. 
71

 

Dari macam macam parkir di dalam ruang milik jalan tersebut yang 

di selenggarakan di area Makam Sunan Ampel hanya dua yakni tempat 

parkir tepi jalan umum petak khusus yang berada di terminal ampel dan 

parkir tepi jalan umum zona yang berada di depan pintu gerbang utama 

Makam Sunan Ampel keduanya sama sama milik Pemerintah Kota

                                                           
69

 Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya 

pasal 1. 
70

 Ibid. 
71

 Ibid., pasal 5 ayat (4). 
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Surabaya.
72

 Dalam penelitian ini penulis membahas parkir tepi jalan umum 

zona untuk kendaraan sepeda motor yang berada di Jalan Nyamplungan 

tepatnya depan pintu gerbang utama Makam Sunan Ampel.  

Makam Sunan Ampel adalah makam salah satu wali songo yang 

berada di pulau Jawa yang pintu utama Makam Sunan Ampel terletak di Jl. 

Nyamplungan RT.009/RW.02, Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota 

Surabaya, Jawa Timur. Makam Sunan Ampel ini  menjadi wisata religi yang 

ramai dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai penjuru daerah dan dibuka 

24 jam non stop, karna banyaknya peziarah maka Pemerinta Kota Surabaya 

berinisiatif menjadikan tepi jalan umum Jalan Nyamplungan tepatnya di 

depan gerbang utama Makam Sunan Ampel sebagai parkir zona, agar lalu 

lintas menjadi tertata. Bapak noval salah satu anggota bidang perparkir di 

Dinas Perhubungan Surabaya menyatakan sebagai berikut: 

‚Di Jalan Nyamplungan itu adalah parkir zona pertama di Surabaya 

karena memang di daerah tersebut banyak sekali kendaraan yang 

berlalu lalang/padat dan berhenti di area tersebut, maka Pemerintah 

Kota Surabaya mempunyai inisiatif agar diberi lahan parkir supaya 

lalu lintas menjadi tertata dan tidak macet, karena berada di tepi jalan 

umum yang memang banyak kendaraan maka kemudian di 

zonasikan‛.
73

 

 

Keadaan di Makam Sunan Ampel setiap harinya tidak pernah sepi 

dari pengunjung, baik dari masyarakat lokal maupun luar kota. Di wisata 

religi Sunan Ampel kita juga bisa menikmati arsitektur akulturasi arab dan 

cina pada masjid Ampel. Tidak hanya itu saja, di wisata religi Sunan Ampel 

                                                           
72

 Wawancara dengan Bapak Noval (bagian bidang perparkiran), tanggal 4 november 2019 di 

Dinas Perhubungan Surabaya. 
73

 Ibid. 
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ini selain berziarah terdapat juga tempat belanja dan kuliner, yang terletak di 

kampung arab nya tepatnya di jalan ampel suci dan jalan ampel masjid yang 

dipusatkan dalam sebuah lorong panjang jalan menuju makam dengan 

berbagai macam dagangan mulai dari pernak pernik muslim, gamis, 

mukenah, peci, parfum, kosmetik arab, dan berbagai macam makanan khas 

Timur tengah.  

Karena banyaknya pengunjung setiap harinya maka dalam rangka 

keamanan, pengunjung kebanyakan menitipkan kendaraannya di parkiran 

yang tersedia di sekitar area Makam Sunan Ampel.  

Lokasi perparkiran Makam Sunan Ampel, untuk kendaraan roda dua berada 

di tiga tempat yakni:  

a. Di depan gerbang utama Makam Sunan Ampel di sepanjang Jalan 

Nyamplungan,  mulai dari depan gang ampel menara sampai ke arah timur 

depan depot soto banjar  

b. Di depan pintu gerbang ampel suci, di lorong Jalan Sasak 

c. Di belakang masjid Makam Sunan Ampel, di Jalan Petukangan.   

Untuk parkiran  mobil berada di: 

a. Di tepi jalan nyamplungan bersebelahan dengan parkir roda dua yang 

berada di depan gerbang utama Makam Sunan Ampel  

b. Di belakang masjid Makam Sunan Ampel, di Jalan Petukangan 

Khusus tempat parkir bus peziarah wisata Religi Sunan Ampel berada di 

tempat parkir khusus yang ada di terminal ampel tepatnya di Jl Arimbi No 

2e Sidotopo Kecamatan Semampir Surabaya.  
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Dalam hal ini penulis meneliti tempat parkir motor tepi jalan umum  

yang berada di depan gerbang utama Makam Sunan Ampel di sepanjang 

Jalan Nyamplungan yang mana termasuk bagian dari parkir zona. Untuk 

pemungutan ongkos parkir yakni menggunakan sistem langsung bayar 

dimana pengguna parkir membayar langsung retribusi pada saat 

melangsungkan parkir. Retribusi parkir motor yang di tarik oleh juru parkir 

biasanya Rp 3.000-Rp 5.000 yang jelas lebih dari harga yang tercantum di 

karcis parkir. Namun meski demikian tidak ada pengguna jasa parkir yang 

protes langsung kepada juru parkir perihal retribusi tersebut.
74

  

Para pengguna jasa parkir di area Makam Sunan Ampel setiap 

harinya rata-rata mencapai 80 sampai 100 kendaraan/juru parkir shift,
75

 

mereka kebanyakan adalah orang yang berziarah ke Makam Sunan Ampel, 

apalagi ketika hari kamis malam jum’at sepanjang jalan nyamplungan akan 

lebih padat dari hari biasanya di karenakan banyaknya peziarah Makam 

Sunan Ampel yang menggunakan jasa parkir di tempat tersebut sehingga 

tempat parkir untuk peziarah khususnya sepeda motor akan lebih diperlebar  

dari hari biasanya.  

 

 

 

                                                           
74

 Wawancara dengan  pak Sufyandi  (juru parkir), tanggal 4 November di tempat parkir gerbang 

utama Makam Sunan Ampel. 
75

 Ibid. 
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B. Praktik Parkir di Sekitar Makam Sunan Ampel  

1. Transaksi (mekanisme) parkir di area Makam Sunan Ampel  

Parkir merupakan keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak 

untuk beberapa saat ditinggalkan pengemudinya.
76

 Salah satu tujuan 

diadakannya parkir adalah untuk melancarkan lalu lintas di jalan raya 

khususnya di sepanjang jalan nyamplungan yang mana volume kendaraan 

di daerah tersebut cukup padat. Parkir juga dimaksudkan untuk 

keamanan, yaitu untuk mengamankan kendaraan yang diparkir sehingga 

para pengunjung dapat nyaman untuk melakukan wisata religi di Makam 

Sunan Ampel.  

Mekanisme parkir di depan pintu gerbang Makam Sunan Ampel 

adalah pengunjung meletakkan kendaraannya, kemudian juru parkir 

menarik ongkos dan memberi karcis parkir lalu kendaraan ditata dan 

dijaga oleh juru parkir, begitu juga ketika selesai, juru parkir akan 

membantu mengeluarkan kendaraan tersebut dan meminta bukti parkir, 

Fifi salah satu peziarah yang memarkirkan sepeda motornya menyatakan 

sebagai berikut :  

‚pelayananan parkir di sini baik, ketika saya datang langsung 

disambut oleh juru parkir, kemudian saya diberitahu harga ongkos 

parkir dan diberi karcis parkir, ketika selesai membayar saya 

langsung meninggalkan motor saya begitu saja karena juru parkir 

disini yang menatakan motor, jadi saya gak perlu repot-repot menata 

motor sendiri‛.
77
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 Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 9 tahun 2012 tentang retribusi tempat khusus parkir 

pasal 1 ayat 9. 
77

 Wawancara dengan Fifi (salah satu pengguna jasa parkir), tanggal 25 oktober 2019 di area 

Makam  Sunan Ampel. 
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Parkir di area tersebut melayani 24 jam karena meskipun malam hari 

banyak orang yang masih berziarah ke Makam Sunan Ampel maka dari 

itu, juru parkir dibagi menjadi tiga shift setiap harinya, juru parkir di 

sekitar pintu gerbang Makam Sunan Ampel juga terbagi menjadi dua 

kategori, pertama juru parkir resmi yang mana mereka melamar sebagai 

juru parkir  langsung ke Dinas Perhubungan atas nama dirinya sendiri 

sampai dia ditetapkan menjadi juru parkir resmi di lahan parkir yang telah 

ditentukan.  

Juru parkir kedua adalah juru parkir karyawan, mereka termasuk juru 

parkir yang tidak mempunyai kontrak kerja langsung dengan Dinas 

Perhubungan akan tetapi, mereka bekerja kepada juru parkir resmi yang 

ada di lahan tersebut.
78

 Setelah penulis meneliti keberadaan juru parkir 

karyawan ini lebih sering di temui pada malam hari, karena juru parkir ini 

tidak memakai atribut seperti juru parkir biasanya namun hanya memakai 

baju biasa. Pernah beberapa kali penulis ingin melakukan wawancara 

kepada mereka, namun respon mereka seperti ketakutan dan mereka 

hanya  mengatakan bahwa dirinya hanya menggantikan juru parkir yang 

asli. 

Bapak Noval selaku anggota Dinas Perhubungan bidang perparkiran 

menyatakan bahwa memang ada juru parkir yang resmi dan ada juru 

parkir pembantu, juru parkir resmi seperti yang diterangkan diatas dan 

yang kedua adalah juru parkir pembantu yang mana juru parkir pembantu 
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 Wawancara dengan  pak Khozin (juru parkir), tanggal 4 November di tempat parkir gerbang 

utama Makam Sunan Ampel. 
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ini sifatnya tidak  pasti dan masa berlaku kartu tanda anggotanya  hanya 3 

bulan saja dan juga harus memiliki persetujuan dari dinas perhubungan 

serta juru parkir utamanya dengan cara, pertama juru parkir utama 

mengambil orang dulu untuk di rekomendasikan menjadi juru parkir 

pembantu kemudian ditentukan setoran nya oleh Dinas Perhubungan 

kemudian juga harus memenuhi segala persyaratan yang tidak jauh beda 

dengan persyaratan menjadi juru parkir resmi.
79

  

Para juru parkir harus memahami dan mengerti hak dan 

kewajibannya, untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan 

antara kedua belah pihak yang dalam melaksanakan suatu perjanjian, 

maka dalam hal ini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yakni: 

a. Faktor tempat. Harus ada penataan yang sedemikian rupa  

b. Faktor keamanan. Selalu menjaga, mengawasi atau memantau 

semaksimal mungkin setiap kendaraan dan tidak boleh ditinggal oleh 

juru parkir. 

c. Faktor pengambilan. Setiap pengambilan kendaraan harus disertai 

bukti.
80

 

Adapun kewajiban pekerja petugas parkir dalam menjalankan 

tugasnya adalah :  

a. Melakukan kontrak kerja dengan Pemerintah Daerah  

b. Memakai seragam dan tanda pengenal sesuai ketentuan  

                                                           
79

 Wawancara dengan Bapak Noval (bagian bidang perparkiran), tanggal 4 november 2019 di 

Dinas Perhubungan Surabaya. 
80

 Hasil wawancara dengan  pak Sufyandi  (juru parkir), tanggal 4 November di tempat parkir 

gerbang utama Makam Sunan Ampel. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

58 
 

 
 

c. Menjaga keamanan, kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi 

parkir  

d. Menjaga dan memelihara dengan baik semua fasilitas parkir yang 

disediakan di lokasi parkir  

e. Menjaga ketertiban dan keamanan lokasi parkir termasuk bertanggung 

jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan di lokasi parkir yang 

merupakan wilayah kerjanya  

f. Membantu secara aktif pengguna jasa parkir untuk proses parkir 

kendaraan dan/atau proses penggunaan mesin parkir dengan layanan 

yang ramah, sopan dan bertanggung jawab 

g. Memungut retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

untuk disetor ke kas daerah melalui dinas 

h. Memberikan karcis parkir, tanda bukti, atau tanda bayar yang resmi 

dan sah kepada pengguna jasa parkir serta menuliskan nomor 

kendaraan yang parkir untuk setiap kali parkir 

i. Segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas apabila terjadi 

permasalahan di lokasi parkir yang menjadi wilayah kerjanya 

j. Mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh 

dinas.
81
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 Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya 

pasal 19. 
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Sedangkan yang menjadi hak-hak para pekerja :  

a. Hak untuk memperoleh pekerjaan memarkir kendaraan pada lahan 

yang telah diselenggarakan dan ditentukan oleh dinas, untuk bekerja 

sebagai petugas parkir  

b. Hak untuk memperoleh honorarium dan jaminan sosial  dari 

pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku  

c. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan. Pihak 

Dinas Perhubungan wajib memberikan pembinaan, teguran dan 

peringatan kepada juru parkir apabila melakukan pelanggaran, serta 

memberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugas.
82

 

2. Penarikan tarif parkir di area Makam Sunan Ampel  

Ongkos dalam kegiatan jasa merupakan hal yang penting karena 

termasuk objek akad. Ongkos atau ujra>h adalah sesuatu yang wajib 

diberikan oleh penyewa jasa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia 

dapatkan
83

. Ongkos atau ujra>h ini harus jelas, maksutnya antara pemberi 

jasa dan penerima jasa sama sama mengetahui jumlah ujra>h yang 

ditentukan agar tidak terjerumus dalam gharar dan riba. 

Ongkos parkir di Surabaya telah tercantum jelas di karcis parkir 

nominal ongkos yang dibebankan dan tarif tersebut sudah ditetapkan 

pemerintah, menurut Peraturan Walikota Surabaya  no 29 tahun 2018 

mengenai tarif parkir tepi jalan umum yang terbaru yakni: 

                                                           
82

 Ibid., pasal 17 dan 18 
83

 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 197. 
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Tabel : 3.1 

Daftar Retribusi Tarif Parkir Zona Satu Kali Parkir 

 

NO 

 

KELOMPOK OBYEK RETRIBUSI 

 

BESARNYA TARIF 

RETRIBUSI (Rp.) 

1. Truck mini atau kendaraan lain sejenisnya  10.000 

2. Mobil sedan, pick up atau kendaraan 

sejenisnya  

5.000 

3. Truck dengan gandengannya, trailer atau 

kendaraan sejenisnya  

20.000 

 

4.  Truck, bus, alat besar/berat lainnya yang 

sejenis  

14.000 

5. Sepeda motor  2000 

 

Para juru parkir mengetahui adanya peraturan wali kota tentang tarif 

parkir tersebut namun para juru parkir tetap mengambil ongkos lebih dari 

yang telah ditentukan oleh daerah. Tarif parkir yang berlaku pada saat ini 

yang menjadi kebiasaan di depan pintu gerbang utama Makam Sunan 

Ampel menurut pengamatan penulis adalah para juru parkir di sebelah 

kanan gerbang sering meminta ongkos sebesar Rp 3.000 untuk satu motor 

saat pagi,siang dan sore, dan jika malam hari sebesar Rp 4.000 untuk satu 

motor. Sedangkan juru parkir sebelah kiri pintu gerbang meminta sebesar 

Rp 4.000 untuk satu motor dan Rp 5.000 ketika malam hari.  

Tarif tersebut bisa berubah ubah sesuka hati juru parkir akan tetapi, 

perkiraan ongkos yang diminta hanya sekitar Rp 3.000-Rp 5.000 tidak 

pernah lebih dari harga tersebut, jadi para pengguna yang biasa parkir di 
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area tersebut hafal terhadap harga yang biasa di patok oleh juru parkir. 

Salah satu pengguna jasa parkir yang sudah langganan di area tersebut 

adalah  bapak afwan yang menyatakan : 

‚saya sudah hafal harga parkir disini, biasanya kalau malam hari saya  

ditarik ongkos Rp 4.000 dan betul saja saya ditarik harga tersebut, 

tapi saya tadi gak ada uang pas kemudian saya kasih uang Rp 5.000, 

karena dia gak punya uang kembalian Rp 1.000 akhirnya saya dikasih 

kembalian Rp 2.000, jadi untuk malam ini saya hanya bayar Rp.3000 

saja‛
84

 

 

Menurut salah satu juru parkir adanya perbedaan penarikan retribusi 

di satu tempat tersebut yakni dikarenakan setoran yang diserahkan ke 

Dinas Perhubungan oleh masing-masing juru parkir berbeda-beda, 

sehingga juru parkir yang setorannya lebih besar akan menarik ongkos 

lebih mahal dengan alasan mereka tidak mau mengalami kerugian jika 

setoran dengan hasil parkir tidak seimbang.
85

 

Namun harga parkir tersebut akan sama serentak jika hari Kamis 

malam Jum’at yakni semua juru parkir mematok harga Rp 5.000 untuk 

satu kendaraan bermotor. Untuk mensiasati penarikan ongkos  yang tidak 

sesuai dengan yang tertulis di karcis parkir, para juru parkir sengaja 

menulis plat nomor pengunjung tepat di tulisan nominal harga resmi atau 

kadang juru parkir hanya memberi potongan karcis parkir yang tidak ada 

nominal harga resminya, sehingga banyak pengguna jasa parkir yang tidak 
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 Wawancara dengan bapak Afwan (salah satu pengguna jasa parkir), tanggal 25 oktober 2019 di 

area Makam Sunan Ampel. 
85

 Wawancara dengan  pak Sufyandi  (juru parkir), tanggal 4 November di tempat parkir gerbang 

utama Makam Sunan Ampel. 
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tahu bahwa di karcis parkir terdapat tulisan harga resmi sebesar Rp 2.000. 

Indah salah satu pengguna jasa parkir menyatakan sebagai berikut:  

‚selama ini saya gak tau kalo ada tulisan Rp 2.000, soalnya tulisan 

tersebut tertutup dengan tulisan spidol plat nomor sepeda, saya 

taunya memang parkir disini lebih mahal dari tempat lain. Meski 

begitu saya juga masih sering parkir disini, masalah ongkos parkir 

saya nurut saja sama tukang parkirnya, yang penting sepeda saya 

aman dan saya gak perlu repot repot menata sepeda‛.
86

 

 

Akan tetapi ada juga pengguna jasa parkir yang sudah tau mengenai 

hal tersebut, seperti hal nya mbak ria yang tidak keberatan dengan hal itu, 

menurutnya dia sangat merasa puas dengan pelayanan parkir disana, 

sehingga dia tidak keberatan dengan ongkos parkir yang tidak sesuai.
87

 

Meski demikian selama ini tidak ada pengguna parkir motor yang protes 

langsung kepada juru parkir perihal ongkos parkir tersebut, hal ini 

dikatakan oleh salah satu juru parkir bernama sufiyandi.
88

  

Namun pada wawancara yang penulis lakukan pada salah satu 

pengguna jasa parkir di area tersebut ada yang menyatakan bahwa  dirinya 

tau perihal harga parkir yang tidak sesuai namun ia tidak berani untuk 

menegor juru parkir, Ila salah satu pengunjung yang menyatakan sebagai 

berikut :  

‚saya tau kalau harga tarif nya lebih mahal, saya juga berharap agar 

nantinya tarif parkir disini sama seperti ditempat lain pada umum 

nya, tapi mau bagimana lagi saya tidak berani negor juru parkir 

disini, yasudah saya nurut saja apa yang dikehendaki juru parkir, toh 
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Wawancara dengan mbak Indah (salah satu pengguna jasa parkir), tanggal 25 oktober 2019 di 

area Makam Sunan Ampel. 
87

Wawancara dengan mbak Ria (salah satu pengguna jasa parkir), tanggal 26 oktober 2019 di area 

Makam Sunan Ampel. 
88

Wawancara dengan  pak Sufyandi  (juru parkir), tanggal 4 November di tempat parkir gerbang 

utama Makam Sunan Ampel. 
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saya juga butuh tempat parkir disini, selain  dekat jalan raya parkir 

disini juga strategis‛.
89

 

Sistem parkir di sekitar pintu gerbang utama Makam Sunan Ampel 

ini dikelola oleh Dinas Perhubungan terutama yang berwenang di bidang 

perparkiran. Sistem yang digunakan untuk menyetorkan hasil parkir di 

daerah tersebut menggunakan sistem setoran harian yang telah ditetapkan 

oleh Dinas Perhubungan, dan petugas parkir akan menerima honorarium 

sebesar 30% setiap bulan dari rekapitulasi jumlah setoran setiap bulan 

atas retribusi pelayanan parkir.  Bapak Noval salah satu pengelola bidang 

parkir di Dinas Perhubungan Surabaya menyatakan sebagai berikut:  

‚sebelum menetapkan jumlah setoran kami akan mengadakan survey 

terlebih dahulu, melihat luas dan batasan lahan parkir kemudian di 

cocok kan juga dengan SRP (Satuan Ruang Parkir) nya , dan melihat 

potensi kendaraan yang parkir disana, dan juga ada pendataan 

terlebih dahulu dari tim bidang perparkiran sebelum ditetapkannya 

jumlah setoran parkir‛ 

Para jukir menyetorkan hasil kerjanya kepada Daerah sesuai yang 

telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dan para juru parkir ini 

melewati masa percobaan terlebih dahulu selama 3 bulan jika kinerja 

bagus dan memenuhi syarat maka akan diteruskan selama 1 tahun dan di 

tetapkan menjadi juru parkir resmi dengan rasa penuh tanggung jawab.
90

 

Mengenai penyetoran yang dilakukan juru parkir kepada daerah, 

menurut hasil wawancara dengan Bapak Noval selaku pengelola bidang 

perparkiran di Dinas Perhubungan Surabaya menyatakan sebagai berikut: 
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Wawancara dengan mbak Ila (salah satu pengguna jasa parkir), tanggal 26 oktober 2019 di area 

Makam Sunan Ampel. 
90

Wawancara dengan Bapak Noval (bagian bidang perparkiran), tanggal 4 november 2019 di 

Dinas Perhubungan Surabaya. 
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‚Setiap jukir itu setorannya beda beda tergantung SRP nya, dan 

faktor keramaiannya juga. Jadi wajar saja kalo antara juru parkir satu 

dan yang lain beda jumlah setorannya, dan setoran itu tidak bisa sama 

terus setiap harinya contoh setoran jukir Rp 100.000 nih biasanya, 

kemudian besoknya hujan dan gak ada orang yang ziarah, masak mau 

setor Rp 100.000 dapat uang dari mana nanti, jadi nanti disesuaikan, 

kami akan lihat keadaan setempat dengan adanya cek jukir patroli 

dan pengecekan setiap harinya‛.
91

 

Salah satu juru parkir mengaku setiap harinya menyetor kepada Dinas 

Perhubungan sebesar Rp 140.000. Juru parkir tersebut saat ini sudah 

bekerja selama empat tahun dan beliau bekerja mulai jam 3 sore sampai 

jam 12 malam dan dapat menghabiskan 80 sampai 100 karcis parkir / shift 

nya dengan mematok harga parkir sekitar Rp 3.000 sampai Rp 5.000 

untuk satu kendaraan bermotor, harga retribusi ini jauh lebih mahal dari 

harga resmi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

 Menurut pengakuan dari salah satu juru parkir yang bernama cak 

khozin menyatakan bahwa beliau mengambil ongkos parkir lebih mahal 

dari yang telah ditentukan Pemerintah Daerah dikarenakan hasil parkir 

nya juga digunakan untuk  menggaji karyawan parkir yang bekerja di 

lahan parkir tersebut maka dari itu, dia mematok harga lebih mahal dari 

harga yang resmi.
92

 

Prinsip dan sasaran Pemerintah dalam penetapan struktur dan 

besarnya tarif retribusi parkir yakni dengan memperhatikan biaya 

penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek 
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 Ibid. 
92

 Wawancara dengan  pak Khozin (juru parkir), tanggal 4 November di tempat parkir gerbang 

utama Makam Sunan Ampel. 
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keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan, namun pada 

kenyataannya, praktik parkir di area tersebut masih tidak sesuai dengan 

prinsip dan sasaran pemerintah. 

 Penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat 

yang telah menggunakan jasa parkir di depan pintu gerbang Makam 

Sunan Ampel, dari 25 responden  2 orang merasa bahwa harga parkir 

tersebut wajar karena pelayanan nya bagus, 23 orang mengatakan tidak 

wajar karena harga ongkos parkir tersebut lebih mahal dari ongkos parkir 

pada umunya. 

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Surabaya juga tidak 

sedikit, karena Dinas Perhubungan Surabaya bagian perparkiran memiliki 

tim pengawasan, pengaduan dan tim patrol maka setiap pengaduan pasti 

akan dilakukan penindakan, bahkan Dinas Perhubungan pernah satu kali 

memberhentikan juru parkir di kawasan tersebut, Dinas Perhubungan juga 

melakukan patroli keliling dan pengawasan setiap harinya. Bapak Hilmi 

selaku pengelola bidang perparkiran bagian pengaduan di Dinas 

Perhubungan Surabaya menyatakan sebagai berikut:  

‚untuk juru parkir yang melakukan pelanggaran / tidak melakukan 

kewajibannya akan dikenai sanksi administratif yakni berupa teguran 

lisan, peringatan tertulis dan pemberhentian sebagai petugas parkir. 

Bagi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan juru parkir bisa 

telvon ke 112 nanti akan ditindak lanjut dari tim walet dan jukir akan 

ditindak tilang kemudian dipangggil untuk dibina dan diberi teguran, 

jika nanti terulang lagi sampai 3 kali maka akan diberhentikan‛.
93
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 Wawancara dengan Bapak Hilmi (bagian perparkiran), tanggal 4 november 2019 di Dinas 

Perhubungan Surabaya. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN WALIKOTA 

SURABAYA NOMOR 29 TAHUN 2018 TERHADAP PRAKTIK 

PARKIR DI SEKITAR MAKAM SUNAN AMPEL KECAMATAN 

SEMAMPIR KOTA SURABAYA  

 

A. Analisis Praktik Parkir di Sekitar Makam Sunan Ampel  

Setelah penulis melakukan penelitian parkir di Jalan Nyampungan 

tepatnyan di depan pintu gerbang utama Makam Sunan Ampel ini, dari segi 

pelayanan parkir sudah cukup bagus, karena juru parkir bertanggung jawab 

menata dan menjaga kendaraan yang dititipkan di tempat tersebut, hal ini 

dibuktikan dengan tidak pernah ada kehilangan sepeda motor di tempat 

parkir tersebut. Penulis juga setuju jika ongkos parkir di sebutkan dan di 

tarik di awal transaksi agar ada kejelasan harga antara pengguna parkir dan 

juru parkir. 

Namun di sisi lain juga ada berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh 

juru parkir di tempat parkir tersebut. Pertama, adanya juru parkir karyawan 

dalam hal ini, menurut penulis juru parkir karyawan adalah juru parkir illegal 

karena mereka bekerja tanpa persetujuan Dinas Perhubungan, tetapi hanya 

persetujuan juru parkir resmi. Para juru parkir ilegal ini lebih sering ditemui 

pada malam hari, mereka tidak memakai atribut parkir seperti biasanya. Hal 

ini sangat disayangkan oleh penulis karena, mereka bekerja disana tapi tidak 

menyetorkan hasil kerja nya kepada Pemerintah selaku pengelola parkir.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

67 
 

 
 

Kedua, pemungutan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan 

penetapan Pemerintah. Ongkos parkir tersebut lebih mahal bahkan terkesan 

tidak wajar dan juru parkir menyembunyikan ongkos parkir resmi tersebut, 

juru parkir melakukan hal ini dengan ber alasan untuk menggaji karyawan 

parkirnya, menurut penulis ini tetap hal yang salah karena seharusnya juru 

parkir yang menjadi karyawan ini mendaftar ke Dinas Perhubungan yang 

nantinya akan diatur sesuai prosedur yang ada, tanpa harus menaikkan harga 

retribusi parkir yang resmi.  

Ketiga, adanya pembebanan ongkos terhadap pengguna jasa parkir 

yang berbeda-beda dalam satu area parkir. Meskipun selisih harga yang 

dipatok hanya Rp 1.000, dalam kasus ini juru parkir juga ber alasan uang 

setoran antar juru parkir yang berbeda-beda, sehingga kalau setorannya 

tinggi maka akan di pungut retribusi lebih mahal. Alasan ini sangat 

bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Dinas Perhubungan, sebab 

tinggi rendah setoran yang ditetapkan sudah dipertimbangkan sebelumnya. 

Dari ketiga masalah diatas, menurut penulis hal ini mereka lakukan hanya 

karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pekerjaan 

tersebut. 
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B. Analisis Hukum Islam  dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 

2018 terhadap Praktik Parkir di Area Makam Sunan Ampel  

1. Analisis hukum Islam terhadap praktik parkir di sekitar Makam Sunan 

Ampel  

Dari pemaparan penulis sebelumnya, perlu diketahui bahwa juru 

parkir ini sebagai pihak ketiga yang bekerja dibawah naungan Pemerintah 

Kota Surabaya, guna menjalankan tugas dalam sektor parkir yang ada di 

Kota Surabaya, sehingga wajib mematuhi apa yang telah di atur oleh 

Pemerintah yang menyangkut dengan pekerjaannya tersebut. Di dalam 

Islam peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang sah adalah wajib 

dipatuhi oleh umat Islam, sebagaimana firman Allah SWT: 

   َََََ ََ َ َ ََ 

Artinya: ‚ Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan 

taatlah kalian  kepada Rasul dan ulil amri kalian‛(Q.S. al-Nisa’: 
59)

94
 

Dalam artian ketika seseorang itu melanggar peraturan pemerintah 

itu sama saja dengan melanggar perintah agama, sebab Allah 

memerintahkan kita untuk menaati pemerintahan, apalagi perintah itu 

menyangkut dengan amanah pekerjannya. Dalam penjelasan yang lebih 

khusus mengenai hal ini diterangkan dalam salah satu kaidah usul fiqih 

yang berbunyi : 

                                                           
94

 Departemen Agama RI, alQuran dan Terjemahnya (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 

2016), 87. 
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لَحَة  ـ عَلَى الرَعِياةِ مَنػُو طٌ باِالمص  مَا  تَصَر ؼُ ال ِ
Artinya: ‚kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan 

kemaslahatan‛
95 

Kebijakan Pemerintah dalam hal ini jelas membawa kemaslahatan 

kepada masyarakat, karena dapat memperlancar jalannya lalu lintas, 

menimbulkan rasa aman bagi para pemilik kendaraan dan dapat 

menambah pemasukan daerah melalui sektor parkir. Namun pada 

praktiknya pihak ketiga yang menjalankan tugas tersebut yakni seorang 

juru parkir justru melanggar amanah pekerjaannya.  

Dalam kaidah fiqih ini juga menjelaskan tentang takaran 

kepatuhan terhadap pemimpin, Ibn Hajar dalam Tuhfah al-Muntaj 

menyatakan bahwa menaati perintah Imam (pemerintahan) untuk 

pekerjaan yang makruh dan mubah jika terdapat maslahah yang universal, 

maka wajib taat secara zhahir dan bathin (taat bathin=berdosa jika tidak 

dilaksanakan).
96

Kaidah ini bersifat umum, dimana siapa saja yang tidak 

mematuhi perintah Pemerintah yang membawa maslahah yang universal 

maka hukumnya wajib, apalagi ketika perintah itu menyangkut dengan 

kewajiban pekerjaannya. Maka dalam hal ini seorang juru parkir wajib  

patuh dan berdosa jika melanggar peraturan Pemerintah yang menyangkut 

dengan pekerjaannya tersebut. 

                                                           
95

 Abdul Haq dkk, Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqih Konseptual buku dua (Surabaya: 

Khalista, 2017), 75. 
96

 Ibid., 83. 
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Kasus penarikan ongkos parkir yang tidak wajar  dari harga 

biasanya dengan menyembunyikan harga tarif yang resmi hal ini 

dinamakan Ghaban yang disertai taghri>r  dalam fiqih, maksudnya adalah 

adanya harga diatas kewajaran yang disertai dengan unsur 

taghri>r/menampakkan sesuatu berbeda dari yang sesungguhnya. Ghaban 

ini ada dua macam yasir (ringan) dan fahisy (berat).
97

 Menurut penulis 

praktik penarikan ongkos di Jalan Nyamplungan tepatnya di depan pintu 

gerbang utama Makam Sunan Ampel ini jika ditarik dengan harga Rp 

3.000 ini masuk kategori ghaban yasir karena kenaikan harganya masih 

bisa di tolerin dan hal ini tidak mempengaruhi terhadap akad, namun jika 

satu sepeda motor ditarik dengan harga Rp  4.000-Rp 5.000 ini masuk 

kategori ghaban fahisy karena terlalu mahal, sudah tidak wajar, melebihi 

ongkos kebiasaan dan ini bisa mempengaruhi ridha seseorang yang 

melakukan akad. 

Menurut penulis tentang keridhaan pengguna terhadap ghaban 

fahisy ini dapat dilihat dari ketika seorang juru parkir menarik ongkos 

parkir, yang mana ongkos ini ditarik diawal akad yakni sebelum pengguna 

menerima manfaat parkir, ketika di tarik ongkos tersebut oleh juru parkir 

pengguna jasa sadar dan tau bahwa harga tersebut tidak wajar seperti 

ongkos pada umumnya maka disitu pengguna masih memiliki pilihan, 

yakni mau meneruskan parkir disitu atau tidak, kalau pengguna tetap 

meneruskan akad tersebut, dengan menerima ongkos yang lebih tinggi 
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 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4, Terj.Abdul hayyie dkk (Jakarta: Gema 

insani, 2011), 531. 
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disertai dengan pengetahuaannya, dengan ini artinya pengguna telah ridha 

dengan harga tersebut dengan disertai pengetahuannya. 

Hukum Ghaban Fahisy disertai taghri>r ini hukumnya haram, 

karena di dalam hadis shahih ada tuntutan untuk meninggalkan dengan 

tuntutan yang tegas.  

بػَرَناَ مالَِكٌ عَن  عَب دِ الله ثػَنَا عَب دُ الله بن يوُسُف اَخ  بن دِيػ نَارٍ عَن  عَب دِ  حَدا
هُمَا افَا رَجُلا  ذكََرَ للِنابِِّ صَلاى الله عَلَي وِ كَسَلامَ  الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنػ 

 انَاوُ يُُ دعَُ فِِ ال بػُيػُو عِ فػَقُل  اِذَا بايَػَع تَ فػَقُل  لَ خِلاَ بةََ 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah 

mengabarkan kepada kam Malik dari Abdullah bin Dinar dari 

Abdullah bin Umar r.a bahwa ada seorang laki laki 

menceritakan kepada Nabi Muhammad saw bahwa dia tertipu 

dalam berjual beli. Maka beliau bersabda : ‚jika kamu berjual 

beli katakanlah ‚maaf namun jangan ada penipuan‛. (H.R. al-

Bukhari)
98

  

Dalam hadis tersebut menjelaskan tentang larangan penipuan atau 

suatu tuntutan untuk meninggalkan ghaban taghri>r walaupun dalam hadis 

tersebut secara nyata menjelasakan tentang jual beli namun hal ini  juga 

berlaku pada kasus sewa menyewa karena sama-sama termasuk akad 

mu’awad{ah. 

Akad yang dilakukan oleh pengguna parkir terhadap juru parkir 

adalah akad ija>rah bil ‘amal yaitu sewa menyewa yang bersifat 

pekerjaan/jasa dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan 

suatu pekerjaan.  
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 Aplikasi Kutubus Sittah, Bukhori no-6449. 
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Ijara>h pada dasarnya diperbolehkan dalam al-Qur’an yang 

berbunyi: 

 َ   َ   َََ َ َ َ َ َ َ 

Artinya: ‛Salah satu dari wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia 

sebagai      orang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya 

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada 

kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya‛. (Q.S. al-
Qas{as{: 26)

99
 

 
Dalam ayat ini menjelaskan bahwa diperbolehkannya 

menggunakan jasa orang lain untuk bekerja dengan kita. Hal ini sama 

denga praktik parkir di depan pintu gerbang Makam Sunan Ampel yang 

dilakukan masyarakat kepada juru parkir, namun dalam hal ini juru parkir 

adalah pihak ketiga sebagai pelaksana dari pengelola parkir yang dalam 

hal ini adalah  Pemerintah Surabaya yang mengatur segala sesuatu yang 

berkenaan dengan parkir. 

Dari masalah-masalah yang dijelaskan oleh penulis, disini penulis 

akan menelaah apakah akad ija>rah yang di gunakan dalam praktik parkir 

tersebut bisa dikatakan sah atau tidak, perlu diketahui bahwa akad 

menjadi sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam permasalahan 

yang ada di lapangan yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni tentang 

ketidakpatuhan juru parkir terhadap peraturan Pemerintah yang menjadi 

kewajiban pekerjaanya hukumnya adalah  haram. 

                                                           
99

 Departemen Agama RI, alQuran dan Terjemahnya (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 

2016), . 
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Hukum haram ini bukan berarti menjadikan akad ija>rah dalam 

parktik parkir ini menjadi tidak sah dalam pandangan fiqih, kasus ini 

sama dengan keharaman melakukan transaksi jual beli saat adzan jumat 

telah dikumandangkan, meski larangan nya jelas dalam al-Qur’an, namun 

hukum transaksinya tetap sah. Sebagaimana penjelasan Jalaluddin Al-

Mahalli dalam syarah kitab waraqat. 

رَ لَزٍـِ لَوُ كَال وُضُو ءِ باِل مَاءِ ال مَغ صُو بِ مَثَلا  ككََال بػَي عِ كَق تَ نِدَاءِ    فاَِف  كَافَ غَيػ 
عَةِ لََ  يَدُؿا عَلَى ال فَسَدِ   الُْم 

Artinya: apabila sebuah larangan agama tertuju pada faktor ekternal yang 

tidak melekat, seperti berwudhu dengan menggunakan hasil 

menggasab dan berjual beli pada saat azan jumat, maka 

larangan ini tidak mengarah pada hukum batal.
100

 

Dilanjutkan dengan keterangan Zakaria Al-Anshari dalam kitab 

ghayatul wushul yakni:  

 ةِ عَ م  الْ ُ  تِ ي  وِ ف  تػَ  بِ انِ  الثا فِ ا كَ ي  دِّ عَ تػَ  يْ ِ غَ ال   اؿِ مَ  ؼٍ لاَ ت  لِِ  ؿِ كا  ال َ فِ  يِ ه  النػا  عِ و  جُ رُ لِ 
 وُ ن  عَ فاَل مَن هِي   وِ نِ ك  دُ بِ  فِ لَا صِ ا يََ  مَ هُ نػا ا اَ مَ كَ   عِ ي  بػَ ال  كَ  ءِ و  ضُ وُ ال   يْ ِ غَ لِ  لُ صُ يََ   كَ لِ ذَ كَ 

جُ ارِ الْ َ  كَ لِ ذَ  ةِ قَ يػ  قِ  الْ َ فِ   

Artinya: tidak batal karena larangan, pada contoh yang pertama tertuju 

kepada keharaman menggunakan harta orang lain dengan 

ceroboh, sedangkan larangan pada contoh yang kedua tertuju 

pada keharaman potensi meninggalkan shalat Jum’at, dimana

hal ini bisa terwujud dengan selain wudu’ dan jual beli. 

Sebaliknya, wudu’ dan jual beli juga bisa tercapai tanpa hal
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 Jalaluddin Al-Mahalli, Usul Fiqih Terjemah Syarah Al- Waraqat, Terj.Fadlil Said (Surabaya: 

Al-Hidayah), 51. 
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tersebut. Maka, pada hakikatnya yang terlarang adalah faktor 

eksternal itu.
101

 

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa hukum akad ija>rah 

yang dilakukan oleh juru parkir dengan pengguna jasa parkir, tetap sah 

meskipun juru parkir melanggar peraturan pemerintah yang menjadi 

kewajiban pekerjaannya. Asalkan syarat dan rukun  dalam akad ija>rah 

telah terpenuhi. Sebab keharamannya tidak tertuju khusus pada akad 

transaksinya, melainkan tertuju pada faktor eksternal yang tidak melekat 

yakni tidak menaati peraturan Pemerintah. 

 Masalah penarikan ongkos yang lebih mahal yang disertai dengan 

unsur taghri>r yakni menyembunyikan harga yang sesungguhnya. Dalam 

hal ini terdapat perbedaan pendapaat menurut para fuqaha’ terhadap efek 

dari ghaban fahisy  terhadap akad yakni: 

a. Menurut kalangan Hanafiyah: seorang yang terkena ghaban fahisy 

yang disertai dengan adanya unsur taghri>r jika pada saat akad dia 

mengetahui hal tersebut maka, dia berhak membatalkan akad. Namun 

jika dia baru mengetahui hal tersebut setelah terjadi akad maka dalam 

hal ini unsur ridha tidak terpenuhi. Dalam hal ini menurut kalangan 

Hanafiyah ghaban fahisy yang disertai unsur taghri>r dapat 

membatalkan akad dan akad menjadi tidak sah karena unsur ridha tidak 

terpenuhi. 

b. Menurut kalangan Hanabilah: bahwa ghaban fahisy baik yang ada 

unsur taghri>r ataupun tidak, hal ini membuat akad tidak berlaku dan 
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 Zakaria Al-Anshari, Ghayatul Wushul Syarah Lubbil Wushul, (Mesir: t.p.,), 72. 
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orang yang bersangkutan berhak membatalkan akad. Menurut kalangan 

Hanabilah akad tersebut batal secara mutlak. 

c. Menurut kalangan Malikiyyah: bahwa hal ini sah akan tetapi haram 

dilakukan karena ada larangan yang jelas dalam sunnah. Menurut 

kalangan Malikiyyah akad tersebut tetap sah namun haram hukumnya. 

d. Menurut kalangan Syafi’iyah: bahwa ghaban fahisy baik yang disertai 

taghri>r maupun tidak ini tidak berpengaruh apa apa. Karena hal ini 

disebabkan adanya ketidakhati-hatian orang yang terkena ghaban.
102

 

Menurut kalangan Syafi’iyah akad tersebut tetap sah karena hal ini 

terjadi karena ketidakhati-hatian seseorang yang terkena ghaban 

fahisy. 

Dalam hal ini menurut penulis praktik ija>rah yang dilakukan oleh 

juru parkir dengan penggguna jasa parkir tersebut tetap sah meskipun 

terdapat ghaban fahisy, karena penarikan ongkos parkir berada di awal 

akad dan pengguna tetap mau melanjutkan akad tersebut. Akan tetapi 

akad tersebut terdapat kecacatan, yakni adanya unsur taghri>r yakni 

menyembunyikan harga resmi parkir, yang mana dalam hal di larang oleh 

agama. 

2. Analisis Peraturan Walikota Surabaya nomor 29 tahun 2018 terhadap 

praktik parkir di sekitar Makam Sunan Ampel  

Dalam praktiknya, praktik parkir yang berada di Jalan 

Nyamplungan tepatnya di depan pintu gerbang utama Makam Sunan 
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 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4, Terj.Abdul hayyie dkk (Jakarta: Gema 

insani, 2011), 532-533. 
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Ampel yang telah di teliti oleh penulis, banyak melakukan pelanggaran 

parkir yang mana tidak sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur 

tentang perparkiran. Pelanggaran yang cukup meresahkan pengguna jasa 

parkir adalah mengenai tarif parkir, seharusnya retribusi parkir tepi jalan 

umum zona untuk kendaraan bermotor hanya Rp 2.000 namun para juru 

parkir di tempat tersebut menarik retribusi lebih dari harga yang 

ditentukan oleh pemerintah.  

Dalam kasus ini para juru parkir telah melanggar Peraturan 

Walikota Surabaya nomor 29 tahun 2018 pasal 1 poin (c) bahwa retribusi 

parkir untuk kendaraan bermotor sebesar Rp 2.000
103

, peraturan ini wajib 

untuk dilaksanakan karena termasuk  kewajiban juru parkir sebagaimana 

yang telah di jelaskan dalam peraturan terkait parkir yakni  Peraturan 

Daerah Kota Surabaya nomor 3 tahun 2018 pasal 19 poin (g) bahwa 

setiap juru parkir wajib memungut retribusi parkir sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan untuk disetor ke kas daerah melalui dinas.
104

  

Pengaruh dari tidak taat nya juru parkir terhadap Peraturan 

Pemerintah mengenai retribusi parkir ini sehingga menyebabkan 

penarikan retribusi yang tidak sama antara juru parkir satu dengan juru 

parkir lainnya yang mana hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip 
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 Peraturan Walikota Surabaya No 29 Tahun 2018 tentang perubahan tarif retribusi pelayanan 

parkir di tepi jalan umum pasal 1 poin c 
104

 Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran di 

Kota Surabaya pasal 19. 
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dan sasaran Pemerintah dalam retribusi parkir yakni aspek keadilan
105

. 

Juru  parkir yang melanggar kewajibannya akan dikenai sanksi 

administratif yang telah di\tetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 3 

tahun 2018 pasal 34 yakni berupa sanksi administratif berupa teguran 

lisan, peringatan tertulis dan pemberhentian sebagai petugas parkir. 

 

                                                           
105

 Peraturan Daerah Kota Surabaya No 8 Tahun 2012  tentang retribusi pelayanan parkir di tepi 

jalan umum pasal 7 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

78 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah penulis memaparkan hasil penelitian secara teoritis maupun 

praktis, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Praktik parkir di sekitar Makam Sunan Ampel yang berada di sepanjang 

jalan nyamplungan Kecamatan Semampir Surabaya tepatnya di depan 

gerbang utama Makam Sunan Ampel di bahu jalan sebelah kiri dengan 

penjagaan 24 jam setiap harinya, dengan ongkos parkir yang bervariasi 

mulai dari Rp 3.000-Rp 5.000 untuk satu kendaraan bermotor. Tarif parkir 

di tempat tersebut di tarik pada saat awal ketika melangsungkan parkir. 

2. Praktik parkir tersebut telah melanggar pasal 1 poin  (c) Peraturan 

Walikota Surabaya nomor 29 tahun 2018 mengenai tarif retribusi parkir 

zona dimana hal ini harus di laksanakan oleh juru parkir karena termasuk 

salah satu tugas kewajibannya. Menurut hukum Islam akad yang 

digunakan dalam praktik ini adalah ija>rah bil ‘amal yaitu sewa-menyewa 

yang berifat jasa yakni antara juru pakrir sebagai aji>r (tenga kerja) dan 

masyarakat sebagai orang yang penyewa jasa/musta’jir. Praktik parkir 

tersebut sah tapi cacat karena terdapat unsur taghri>r yakni 

menyembunyikan harga resmi parkir dalam akad tersebut. 
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B.   Saran 

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa saran 

dalam penulisan  penelitian ini, antara lain : 

1. Kepada Pemerintah yang dalam hal ini Dinas Perhubungan bagian 

perparkiran diharapkan lebih memantau, dan mengawasi juru parkir 

khususnya di area tersebut, terutama pada saat malam hari karena 

kebanyakan juru parkir melakukan pelanggaran di malam hari.  

2. Kepada para juru parkir hendaknya melakukan suatu pekerjaan dengan 

niat ibadah dan mematuhi kewajibannya yang telah diatur oleh 

Pemerintah, tidak melakukan sesuatu yang memang dilarang agama agar 

rezeki yang di dapat pun menjadi halal dan berkah maka hendaknya juru 

parkir tidak perlu mempekerjakan orang lain untuk menjadi karyawannya 

karena mereka tidak terdaftar ke Dinas Perhubungan sehingga tidak perlu 

menggaji karyawan tersebut dengan cara mengambil untung lebih banyak 

dari ongkos parkir. Juru parkir diharapkan patuh terhadap peraturan yang 

di tetapkan oleh Pemerintah menggenai parkir karena hal itu adalah 

amanat pekerjaannya.  

3. Kepada pengguna hendaknya tidak malu untuk menanyakan nominal 

harga terlebih dahulu sebelum melaksanakan transaksi, diharapkan 

pengguna juga mau menegor para juru parkir yang melakukan 

pelanggaran, jika tidak berani menegor maka, laporkan segala keluhan 

pelanggaran juru parkir kepada Dinas Perhubungan dengan menelvon ke 

112 yang nanti nya akan ditindak lanjuti oleh Dinas Perhubungan.
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